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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kementrian Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/ 1987 dan 0593b/ 1987. '

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

) Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

o ba’ b be

o ta’ t te

& sa § es (dengan titik di atas)

z Jim i Je

z h h ha (dengan titik di bawah})
'l kha’ kh ka dan ha

> Dal d De

3 zal z ze {dengan titik di atas)

3 ra’ r Er

3 Zai z Zet

o Sin $ Es

& Syin sy es dan ye
P sad $ es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)




zet (dengan titik di bawah)

) za
¢ ‘ain koma terbalik ke atas
gain Ge
I fa’ ef
J Qaf qi
3 Kaf Ka
J Lam ‘el
? Mim ‘em
o Nun ‘en
3 wawll w
0 ha’ ha
. hamzah apostrof
¢ ya’ ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
5330~ Ditulis muta’addidah
iae Ditulis ‘fddah
C. T2’ Marbitah di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis h
AaS Ditulis bikmah
A Ditulis Jizyah




(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan A

ey an S Ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila Ta’ marbitzh hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis ¢
Shdlt 3675 Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

_____________ fathah Ditulis A
............. Kasrah Ditulis 1
........... -- | dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1_| Fathah + alif Ditulis a
Thabr Ditulis Jjahiliyyah
2 | Fathah + ya’mati Ditulis a
o Ditulis tansa
3 | Kasrah + ya’ mati Ditufis 7
oS Ditulis Karim
4 | Dammah + wawu mati Ditulis u
T Ditulis furud
F. Veokal Rapgkap
1 [ Fathah + ya’ mati Ditulis A
S Ditulis Bainakum
2 | Fathah + wawu mati Ditulis Au
Jé Ditulis Oau]
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G. Vokal Pendek yamg berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
ot Ditulis a’antum

sl Ditulis u’iddst

H. Kata Sandang Alif + lam
a. Bila dikuti huruf Qamariyyah

oA Ditulis al-Qur’an
A Ditulis al-Qryas

b. Bila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

#lamdt Ditulis as-Sama’
geatlt Ditulis as-Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat _
W T Ditulis Zawi al-furud
L1 al Ditulis Abhl as-Sunnah
Daftar Siugkatan
IUp : [zin Usaha Pertambangan
TUPK - Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR : Izin Pertambangan Rakyat
PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
PP : Peraturan Pemerintah
SDA : Sumber Daya Alam

UU. Minerba : Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara
UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945

WIUP : Wiliyah Izin Usaha Pertambangan
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TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

ABSTRAK

Sistem perizinan hak pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Sistem perizinan ini dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam
pemberian izin. Penyimpangan tersebut dimungkinkan terjadinya monopoli
pemberian izin. Hak pengeloaan pertambangan saat ini dianggap hanya
menguntungkan perusahaan saja. Selain itu, pembagian hasil usaha pertambangan
yang pada saat ini dilihat kurang begitu menguntungkan bagi masyarakat. Adapun
kajian penelitian skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah, yakni: Perfama,
bagaimana subjek hak pengelotaan pertambangan mineral dan batu bara menurut
UU. Minerba jika ditinjau dari hukum Islam? Kedus, bagaimana pembagian hasil
usaha pertambangan mineral dan batu bara menurut UU Minerba jika ditinjau dari
hukum Islam?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, metode pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi. Adapun metode analisis penelitian ini bersifat
kualitatif dengan menggunakan metode coatent analysis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian hak pengelolaan
pertambangan mineral dan batu bara dengan sistem perizinan sebagai cara
pemanfaatan sumber daya alam untuk kemaslahatan bersama. Hak pengelolaan
pertambangan mineral dan batu bara yang diberikan oleh pemerintah kepada
individu atau perusahaan sah menurut ketentuan hukum Islam. Pemberian hak
pengelolaan pertambangan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Jgra’ a/-
ma’idin Bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu bara dalam
UU. Minerba dinyatakan bahwa bagian negara atas usaha pertambangan mineral
dan batu bara berupa pajak dan royaiti. Sedangkan, pembagian hasil usaha
pertambangan dalam ketentuan hukum Islam dinyatakan bahwa bagian negara
atas barang tambang berupa zakat dan jika tanah yang dijadikan lahan usaha
pertambangan merupakan milik kaum Muslimin, maka bagian negara atas usaha
pertambangan berupa kharaj. Prosentase pengenaan pajak dan royalti menjadi
kewenangan pemerintah. Begitu juga dengan prosentase khargji menjadi
kewenangan kepala negara. Sementara, prosentase zakat atas barang tambang
didasarkan pada nas.

Kata Kunci : Hak pengelolsan, Igta’, al-ma’adin
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam jagad raya yang diciptakan Allah SWT, bersama segala isinya
termasuk manusia merupakan sebuah karunia yang sangat berharga. Dunia
atau bumi yang diciptakan Allah SWT, didesain dengan sangat sempurna yang
diperuntukkan kepada semua makhluk-Nya, khususnya tiga makhluk ciptaan-
Nya yakni: manusia, hewan dan tumbuhan. Manusialah yang diberikan tugas
oleh Allah SWT, sebagai khalifah fi al-ard ' untuk menjaga dan mengelola.?

Indonesia merupakan negara yang kaya bahan galian (tambang)
seperti; emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, dan lain-lain.
Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Negara berwewenang untuk
mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan

galian, serta berkewajiban mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat.’

'LlhatQS Saad [38]: 26

D o -niJ,,.Ju,Lﬂmutu1me.ads Mdﬁl‘ghd’ﬂhwa'uﬂrﬁ’“iﬂ‘&%ﬁv LY R

Ty ..,.-L..nllr‘g l,...Jl..;.A..u..
Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami mcnjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi,
Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan

ZSupriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar. Cet. 11 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), him. 14.

’Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945 Pasal 33 (3) berbunyi:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dan juga dalam Undang-Undang No. 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 4 yang berbunyi: “Mineral dan
batu bara sebagai sumber daya alam yang terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai
oleh negara untuk sebesar-besar kesejahtraan rakyat”. Salim HS, Hukwm Periambangan di
Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.



Atas dasar di atas, Presiden Rl bersama DPR RI mengesahkan
Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara atau disingkat UU. Minerba. Undang-undang tersebut merupakan
pengganti Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan (UUPP), dengan demikian Undang-undang No. 04 tahun
2009 merupakan pembaharuan bidang pertambangan.

Dalam Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara dijelaskan beberapa seperangkat aturan-aturan
mengenai pertambangan mineral dan batu bara. Yang dimaksud dengan
pertambangan sendiri termuat dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan keglatan dalam

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral® dan batu

bara® yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasn, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penguasaan barang tambang® dikuasai oleh negara yang tercantum
dalam pasal 4. Namun demikian, pengusahaan pertambangan tersebut

dilaksanakan dalam bentuk: Pertama, TUP (Izin Usaha Pertambangan). Kedua,

IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan Ketiga, IUPK (lzin Usaha

*Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di dalam, yang memiliki sifai fisik dan
kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabunganya yang membentuk batuan, baik dalam
bentuk lepas atau padu. Pasal 1 (2) UU. No. 4/2009.

*Batu Bara adalah endapan senyawa organic karbonan yang terbentuk secara alamiah dari
sisa tumuh-tumbuhan. Pasal 1 (3) UU. No. 4/2009.

¢ Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikelompokan ke dalam 5 golongan komoditas
barang tambang: {1) mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan
galian radioaktif lainya. (2) mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium,
emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bsimuth, molibdenum,
bauksit, air raksa, wolfarm, titanium, barit, vanadium, antimony, koibalt, tantalum, cadmium,
gallium, indium, yitrium, dan lain. (3) Mineral bukan logam meliputi intan, korundum grafit,
arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat dll. (4) batuan meliputi
pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit dil. (5) Batu bara meliputi bitumen padat, batvan
aspal, batu bara dan gambut. Lihat Peraturan Pemerintah RI No.23/ 2010 Pasal 2 ayat 2.



Pertambangan Khusus). Akan tetapi, sebelum Undang-undang Minerba ini
berlaku, bentuk usaha pertambangan berbentuk: Kontrak Karya (KK), Kuasa
Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu
Bara (PKP2B). Namun demikian, PKP2B masih berlaku sampai sekarang.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan
tambang adalah Instansi pemerintahan yang ditunjuk oleh Menteri, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah, koperasi, badan
atau perseorangan swasta, perusahaan dengan modal bersama antara negara
dan atau daerah dengan koperasi atau badan perorangan swasta, dan
pertambangan rakyat.

Hubungan pemerintah sebagai pemberi IUP, IPR, dan IUPK dengan
pihak swasta dalam hal ini pemegang IUP, IPR dan 1UPK seperti halnya
pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia merupakan hubungan kerja sama,
kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum dalam pasal
6 huruf L UU. No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu
bara.

Perusahaan pertambangan yang mempunyai [UP dan [UPK
mempunyai kewajiban kepada negara berupa pajak maupun bukan pajak.
Kewajiban pembayaran bukan pajak antara lain: iuran tetap (dea-drenf), iuran
eksplorasi, iuran produksi (royafty). Setelah perusahaan memenuhi iuran
eksplorasi atau iuran juran produksi maka perusahaan berhak memiliki

mineral, termasuk mineral ikutannya atau batu bara sesuai dengan pasal 92.



Dalam hukum !slam tentang kepemilikan kekayaan bumi dan seisinya
adalah milik Allah SWT secara mutlak.” Namun demikian, para ulama
membagi hak milik menjadi tiga. Perrama, hak milik individu (al-milkiyyah
al-khassah), yaitu hak yang dimiliki oleh individu untuk menggunakan hak
miliknya secara otonom. Kedva, hak milik bersama (&/-milkiyyah al-‘ammal),
yaitu hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama
atas harta tertentu. Ketiga, hak milik negara (al-milkiyyah ad-daulah), yaitu
hak yang dimiliki oleh negara sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Tuhan
melalui rakyat untuk mengelola seluruh aset untuk kepentingan bersama.’

Sumber daya alam yang ada di bumi merupakan milik bersama (ai-
milkiyyah al-‘amma#) yang dikuasakan kepada negara. Justifikasi untuk jenis
kepemilikan sumber daya alam adalah hadis Nabi Muhammad saw:
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Artinya: Tidaklah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan
bumi.
Lihat Q.8. al-Maidah [5]: 120
O o) b s B 385 G 63 23 oty &l )
Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya; Dia Maha
Kuasa atas segala sesuatu.
SA. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-ramby Syari'ah,
cel. Il (Bandung: Kencana, 2003), him. 325-336.
®Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash’ath al-Sijistani, Sunan A7 Diwud, Juz | (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), him. 147. Bandingkan dengan Muhammed ‘Ali ibn Muhammad al-Shaukani, Nay! al-
Autar juz 5 (Beirut: Dar al-Jil, 1973), him. 241.



Inti dari hadis ini adalah: Manusia bersekutu dalam tiga hal, yaitu
rumput, air, dan api. Menurut Taqi ad-din al-Nabhani, dan Hasan ‘Abd al-
Hamiid Uwayd; penyebutan tiga jenis barang oleh Rasulullah sebagai hak
milik bersama (al-mifkiyyah al-‘zmmah) bukanlah dimaksudkan sebagai
pembatasan hanya tiga hal saja, akan tetapi tafsimya bisa diperluvas melalui
metode analogi (qiyas)'®, bahwa setiap barang yang menyangkut hajat hidup
orang banyak, maka harta tersebut harus dimiliki secara bersama yang
penguasaannya ada pada negara.""

Menurut fugaha dalam hal ini ulama Hanafiyyah: barang tambang (a/-
ma’idi) seperti, emas, besi, aspal dan lain sebagainya mengenai
pertambangan merupakan cakupan kepemilikan umum.'? Sedangkan menurut
Malikiyyah bahwa barang tambang (al-ma’adin) padat dan cair adalah
menjadi milik dan kewenangan negara. Menurut asy-Syafi’i bahwa barang
tambang (al-ma’adin) tidak boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi.
Alasannya orang Islam berhak atas barang tambang. Menurut Ahmad ibn

Hanbal ada dua barang tambang: (1)} tidak boleh dimiliki pribadi, (2) bisa

' Pengertian qiyas dalam iimu usd figh adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang
tidak ada ketentuan nash (al-Qur’an dan al-Hadis) dengan peristiwa hukum yang ada nashnya
karena keduanya memiliki kesamaan ‘f//at hukum (sebab hukum). ‘Abdul Wahab Khallaf, /imu
gész? Figh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: PT. Toha Putra Group, 1994), him. 68-

Y"Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia
E'x]:rfam Perespektif Hukum Islam (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Rl1, 2010),

m, 114,

"?Husain Syahatah, Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam, terj. M. Zainal
Arifin (Jakaria: Amzah, 2005), him. 9.



menjadi milik yang menemukanya hanya terbatas pada bahan tambang
padat."?

Dengan demikian sesuai dengan konsep kepemilikan Islam sumber
daya alam (SDA) yang ada di bumi menjadi milik bersama (al-milkiyyah-
‘ammaf) hal ini digiyaskan pada tiga jenis kepemilikan bersama: Air, rumput
dan api yang dikuasakan kepada negara. Sementara barang tambang (a-
ma’adin) sendiri menjadi milik dan kewenangan negara. Negara dalam hal ini
institusi pemerintahan diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur hubungan
antar individu, individu dengan masyarakat, serta individu dan masyarakat
dengan negara. Kebijakan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam (bahan
tambang) harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan bersama bukan
karena motif-motif yang menguntungkan kepala negara atau imam. Sesuai
dengan kaidah figh sebagai berikut:

Mashaally b g 4] o Pl D s

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada
kemaslahatan.

Permasalahan barang tambang dari segi kepemilikan baik dalam
undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu
bara maupun hukum Islam mempunyai persamaan yakni barang tambang

dikuasi oleh negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (ummat).®

Wahbah az-Zuhaill, a/-Figh al-Islimi wa Adillatul, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.
1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), VI: 532-539.

“A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh: Kaidoh-Kaidah Hukum lIslam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Praktis, cet. 11 (Jakarta: Kencana, 2007), him. 147, Bandingkan Ridwan,
Pem:kkan Rakyat dan Negara atas Tanah, Mim. 146-147.

13 pasal 4 UU. Pertambangan Mineral dan Batu Bara: Mineral dan Batu Bara sebagai sumber

daya alam yang tak terbarukan merupakaan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.



Yang menjadi permasalahan akademik dalam Undang-undang nomor 4 tahun
2009 adalah pertama, pengelolaan barang tambang dengan bentuk izin usaha
pertambangan (JUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) rawan terjadi
penyimpangan dalam pemberian izin baik di level pemerintahan maupun
pemerintah daerah.'® Adanya sistem perizinan ini pihak-pihak berlomba-
lomba mendapatkan izin usaha pertambangan bahkan hal ini bisa terjadi kolusi
antara instansi pemberi izin dengan pihak pegusaha. Penyimpangan tersebut
tidak diiringi dengan sanksi yang adil yang telah merugikan negara. Dalam
Undang-undang tersebut pasal 165 dijelaskan setiap orang yang mengeluarkan
IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan
menyalahgunakan kewenangannya, akan diberikan sanksi pidana paling lama
dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta.'” Kedus, sistem
pembagian hasil pengusahaan barang tambang antara negara dan perusahan
pertambangan baik berupa pajak maupun bukan pajak dinilai kurang efektif
dalam pelaksanaannya, hal tersebut belum mengena pada masyarakat lingkar

tambang.'® Padahal sangat jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa

' Pemberian izin usaha pertambangan ini dibagi dua: Pertama, Pemerintah Pusat. Kedus,
Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan UU. No. 4/ 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara
pasal 6-8 Jo UU. No. 32/ 2004 tentang pemerintahan Daerah. Lihat Adrian Sutedi, Hukum
Pertambangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 115.

' Sistem perizinan ini akan berpotensi kepada obral perizinan. Padahal, peluang terjadinya
korupsi di perizinan sangat besar. Korupsi tersebut bisa dalam bentuk pra-perizinan dan pasca
perizinan. Korupsi pra-perizinan biasanya dilakukan melalui sogokan atau suap. Sedangkan pasca
perizinan bisa melalui pembayaran pajak, iuran, royalti, yang harusnya diterima pemerintah dan
daerah. Dalam hal ini sering terjadi manipulasi volume hasil tambang setoran ke kas negara
menjadi berkurang. fbid, him. 116.

'* BT. Free Port Indonesia merupakan perusahaan pertambangan besar, namun demikian
kondisi masyarakat dan lingkungan mengalami kerusakan yang cukup besar. Bahkan masik ada
orang yang tidak memakai baju yang layak. Kemudian dalam hal pendidikan di daerah Papua
masih minim. Sesuai data terakhir dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya 20
persen saja pemegang izin usaha pertambangan yang membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan yang menunggak pembayaran PNBP 80%. Abrar Saleng, Hukum Pertambangan. him.



“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan
untuk kemakmran rakyat dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan
bahwa “Manusia bersekutu dalam tiga hal, yaitu rumput, air, dan api’.
Bahkan Islam memosisikan harta sebagai salah satu prinsip pokok dari lima
hal yang dilindungi (al-daririyah al-khamsah) yaitu prinsip menjaga harta
(hifz al-mal).

Dengan ha! inilah, penelitian ini akan mengkaji hak pengelolaan
pertambangan menurut Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu bara ditinjau dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam kajian penelitian ini
adalah: Perramas bagaimana subjek hak pengelolaan pertambangan mineral
dan batu bara menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 ditinjau dari
hukum Islam? Kedus bagaimana pembagian hasil usaha pertambangan
mineral dan batu bara menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 ditinjau

dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui subjek hukum hak pengelolaan pertambangan dalam

pandangan hukum Islam.

106. Bandingkan Tamrin, Hukum Pertambangan, 80% Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang
Membayar PNBP, (Online), (http//Vivanews, co.id diakses tangpal 24 Juli 2012).



2. Untuk mengetahui pembagian hasil usaha pertambangan di Indonesia
dalam pandangan hukum I[slam.
Adapun manfaat yang akan disumbangkan dari penelitian ini adalah
1. Memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan wawasan dan kajian
di bidang hukum positif dan hukum Islam.
2. Sebagai sumbangsih bagi pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan

pertambangan.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian yang berkaitan dengan barang tambang (al-mna ‘adin)
telah dibahas dalam kitab-kitab figh, antara lain:

Buku yang ditulis Wahbah az-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh
dalam buku tersebut menjelaskan pandangan ulama mengenai kepemilikan
barang tambang. Buku tersebut juga menjelaskan perbedaan pengertian dari
al-ma’adin dan rikaz'® Dengan memahami perbedaan a/-ma’adin dan rikaz
maka akan jelas mana yang disebut barang tambang. Pemahaman s/-ma ‘adin
dan rikaz ini penting karena nanti akan berpengaruh pada konsekuensi hukum
al-ma'adin dan rikaz.

Pembahasan barang tambang dalam Islam dapat dijumpai dalam
tulisan Husain Syahatah, Perlindungan Aset Publik dalam Perspekiif Hukum

Islam yang menjelaskan perlindungan terhadap aset publik yang merupakan

'° Af-ma’adin adalah merupakan bagian dari unsur bumi yang keberadaannya adalah alami
tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ar-rikaz adalah merupakan bagian dari unsur busni, akan
tetapi merupakan sesuvatu yang memang dipendam dan diletakkan di dalam bumi adanys campur
tangan manusia. Lihat Wahbah az-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adiflatub, terj. Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk, cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2010), him. 531-539.
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hajat orang banyak. Maka dari itu pemegang otoritas (pemerintah) merupakan
pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola aset publik (barang tambang)
dan mengatur sistem pemanfaatannya bagi masyarakat.zo Dalam buku tersebut
juga membahas mengenai model-model perlindungan aset publik pada masa
 Rasulullah, Khulafa ar-Rasyidin dan generasi sesudahnya

Muhammad Bagqir as-Sadr dalam bukunya Buku Induk Ekonomi Islam
yang menjelaskan bahwa bahan-bahan mentah dan kekayaan mineral yang
terkandung di dalam perut bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam
kehidupan produktif dan ekonomi manusia, karena faktanya komoditas
material apa pun yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan
kekayaan mineral yang terkandung dalam perut bumi.”2 Maka dari itu negara
memiliki peran penting dalam mengatur bahan-bahan mentah. Seluruh
kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan pada
negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang
sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi
Islam. Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan

hukum Islam yang permanen, namus juga mengisi kekosongan yang ada

2 Umar bin Khattab RA, berkata “Andaikan bighal betina (peranakan kuda dan keledai)
tergelincir dalam perjalanan ke Irak, pasti Umar akan ditanya kenapa jalannya tidak diperbaiki?*
Juga ucapan Umar lainya, “Ingatlah, sungguh tidak kudapati kebaikan harta (negara) inj kecuali
dengan tiga hal, yakni diambil dengan prosedur, dibelanjakan dengan prosedur, dan dicegah dari
kebatilan. Ingatlah kedudukanku terhadap hartamu semata-mata bagaikan pengampu enak yatim.
Jika iz sudah berkecukupan maka aku akan menjaga diri (tidak mungutak-atik), dan jika aku
tmiskin maka aku akan mengambilnya dengan cara yang ma’ruf, memakan sedikit sekedar
mengunyah dengan ujung gigi, bukan dengan sepenuh  mulut. Lihat Husain Syahatah,
Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam, terj. M. Zainal Arifin (Jakarta: Amzah,
2005), him, 43-46

* tbid, hlm. 47-57.

2 Muhammad Bagir al-Sadr, Buku Induk Ekonomi Islam, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008),
him. 213. :
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dalam hukum Islam. Pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan
ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan
ekonomi para individu. Misalnya negara melarang penguasaan at;s sebidang
tanah tanpa mereklamasinya. Pada tataran legislatif, intervensi negara
ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Negara mengisi
kekosongan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis.”
Schingga bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem ekonomi
Islam serta merealisasikan keadilan sosial menurut Islam.2* Kemudian buku
yang ditulis oleh Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah merurut
Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dalam
penelitian ini disinggung mengenai kepemilikan terhadap ar-riksz dan barang
tambang. Para ulama sepakat bahwa temuan barang tambang tidak seluruhnya
diserahkan kepada penemunya, tetapi sebagian didistribusikan untuk jaminan
keamanan sosial {(social safety ped).

Kemudian, penelitian lain yang secara sepesifik membahas hak
pengelolaan periambangan, khususnya berkaitan dengan hukum pertambangan
dalam hukum nasional Indonesia adalah buku yang ditulis oleh Abrar Saleng,
Hukum Pertambangan perspektif  kajian buku ini adalah hukum

pettambangan di Indonesia dan pada buku tersebut lebih menckankan pada

3 Ibid, him. 485-486.

# Islam menawarkan prinsip aturan hukum dalam kehidupan ekonomi sebagai salah satu
bentuk yang selaras dengan segala zaman, Karena itu penting untuk menyempurnakan dengan
elemen-elemen dinamis yang mencerminkan perubahan-perubahan zaman, sehingga hukum Isfam
memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang herbeda-beda.

BRidwan, Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Merwrut Hukum Pertanahan Indonesia
dalam Perespektif Hukum Islam (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama R1, 2010),
him. 286.
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penafsiran pasal 33 UUD 1945. Negara menguasai semua bahan galian dengan
sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat,
karena bahan galian tersebut merupakan kekayaan Nasional. Kepemilikan
barang tambang atau bahan galian disetiap negara berbeda tergantung pada
sistem hukum yang dianumya?® Dalam buku tersebut juga dijelaskan
kewajiban-kewajiban pemegang kuasa pertambangan kepada negara.”” Buku
yang dtulis oleh Adrian Sutedi menjelaskan beberapa potensi bahan tambang
yang akan terus meningkat. Misalnya barang tambang tembaga yang terus
naik bersamaan dengan meningkatnya perckonomian negara-negara di dunia.
Hal ini dibarengi dengan peningkatan sektor industri, terutama industri yang
berkaitan dengan sektor telekomunikasi dan listrik. Seorang geolog Belanda
bernama Jean-Jacques Dozy melakukan ekspedisi petualangan ke tanah Papua
bersama timnya. Setelah sampai ke lokasi ternyata ditemukan adanya
singkapan batuan yang ditengarai mengandung mineral berharga yaitu
ertsberg atau gunung bijih, sebuah cadangan mineral. Dengan demikian,
ertsberg merupakan deposit tembaga terkaya yang pernah ditemukan di atas
permukaan tanah. Analisis laboratorium memastikan perkiraan ekspedisi
bahwa terdapat kandungan tembaga sebesar 13 acres, suatu kode yang dibuat
oleh Wilson untuk menyatakan 13 juta ton bijih. Jauh lebih ke dalam tanah,

diperkirakan terdapat 14 juta ton bijih untuk setiap kedalaman 100 meter.2

% Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: Ull Press, 2004), him. 104.

7 K ewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah: luran tetap pertambangan, furan eksplorasi,
luran eksploitasi. Ibid, him. 107-111.

 Ertberg terdiri dari 40-50% oksida besi dalam bentuk mineral magnetit; 3,5% tembaga
datam bentuk mineral kalkopirit dan bomit (keduanya suifida besi dan tembaga). Dinas
Pertambangan Papua menyebutkan cadangan ertsbreg sebanyak 35 juta ton, dengan kadar Cu
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Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagaimana
dideskripsikan di atas, dapat dipetakan dua hal. Pertama, Penelitian terdahulu
yang terkait dengan pertambangan dalam hukum Islam hanya pada konsep
kepemilikan barang tambang saja. Kedua, Penelitiaan yang terkait dengan
pertambangan dalam konteks hukum di Indonesia dari kajian mumi undang-
undang pertambangan mineral dan batu bara.

Penelitian ini secara khusus mengkaji hak pengelolaan pertambangan
menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral
dan batu bara ditinjau dari hukum Islam. Pengkajian ini dimaksudkan untuk
mengetahui’ bagaimana hukum Islam mengatur hak pengelolaan
pertambangan. Penelitian .ini juga bertujuan untuk membuktikan apakah hak
pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009
tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah sesuai dengan hak

pengelolaan pertambangan dalam hukum lslam.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian hukum normatif
yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka.” Penulisan skripsi ini mengarah pada bentuk studi kepustakaan

2,5%. Jika diasumsikan harga rata-rata tembaga selama 20 tahun pericde penambangan adalah
US$2000/ton, pendapatan yang dapat diraih dari seluruh potensi mineral tambang Ertsbreg adalah
(35 juta ton x 2000 US$ton) = USS 70 miliar. Lihat Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlin. 165-157.

# Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya
dipegunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu undang-undang, keputusan-keputusan
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(library research), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada penelusuran
dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat
kabar, majalah atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Undang-
undang mineral dan batu bara,”
2. Sumber Data
Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan
sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data penulis
banyak menggali data-data kepusiakaan atau literatur-literatur buku yang
berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud
dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat penting
dalam suatu penelitian, karena sumber data tersebut memberikan
informasi data dan menjadi dasar inspirasi penulis melakukan
penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini
adalah:
1) Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara.
2) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan.

pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Lihat Soejono dan
Abdurahsnan, Merode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan {Jakarta: Rineka Cipta, 1999),
hlm. 56.

% Sutrisno Hadi, Mefode Penelitian Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), him. 10.

Bandingkan Rianto Hadi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005), him.
9. .
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3) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Adapun sumber data primer dalam hukum Islam adalah kitab-kitab
figh yang merepresentasikan empat madhab figh sunni antara lain;
karya Muhammad ibn Idris as-Syafi’i yang berjudul al-Umm, Karya
Imam al-Marwadi yang berjudul a/-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-
wildyah ad-diniyyah, dan karya Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah
yang berjudul a/-Mughar,

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat
pihak lain atau mengutip dari sumber lain.*' Data sekunder antara lain
kitab-kitab, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian
terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang
menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini. 2

Diantara kitab-kitab figh yang menjadi sumber data sekunder
adalah: k;rya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul a/-Figh al-Islami wa
Adillatub, karya as-Sayyid Sabiq yang berjudul Figh as-Sunnah, karya
Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri yang berjudul Minhas al-Muslimin, karya
Muhammad Ibn Rusyd yang berjudul Bidayar al-Mujtabid, dan lain-

lain.

** Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian limiah (Bandung: Tarsito, 1994), him. 134.

2 Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakana: Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 30.
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3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi.
Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian
yang bersifat kepustakaan berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab figh
dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jumnal, koran, artikel,
dokumen undang-undang, situs website dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.»?
4. Metode Analisis Data
Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang
tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang
pel;ting dalam penyclesai@ suatu kegiatan penelitian ilmiah >
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode content analysis®® Tahapan-tahapan analisis ini adalah perfama
mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan data
penelitian hak pengelolaan pertambangan. Kedus, displai data dalam tahap
ini peneliti akan menghubungkan data satu dengan data yang lainya.
Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan

memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga,

¥ Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek, ed. Rev. 1V, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), him. 236.

MMoh. Kasiram, Metodologi Penelitian:  Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian, cet. 11 (Malang: UIN Malik Press, 2010), him. 119
Bandingkan Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama Perspeltif Perbandingan Agama
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

% Pengertian teknik content analysis adalah teknik analisis yang digunakan untuk menarik
suatu kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan
sistematis. Lihat Soejono dan Abdurshman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan
him. 13-14. Bandingkan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 163.
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peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga

data yang sudah terorganisasikan memiliki makna.*®
Pelaksanaan analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan data-

data untuk menjelaskan hak pengelofaan pertambangan menurut undang-
undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan normatif dalam

hukum Islam yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematikan Pembahasan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas sistematika

penulisan pénelitian ini dibagi dalam lima bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjadi kerangka acuan dalam
proses penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, pemetaan
dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian serta metodologi penelitianya.

Bab ini berfungsi sebagai pemandu semua proses penelitian.

Bab I membahas tentang kerangka teoritis tentang konsep kepemilikan
dalam Islam. Dalam bab ini dijuga dijelaskan pengertian barang tambang
menurut hukum [slam, kepemilikan barang tambang dan bagian negara atas

usaha pertambangan. Bab ini yang nantinya akan menjadi dasar menganalisis

bab selanjutnya.
Bab III dalam bab ini penulis membahas Undang-undang Nomor 04 tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimulai dari sejarah

* Moch. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Y ogyakarta: Teras, 2008), him.
114-115,
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penyusunan undang-undang pertambangan, dan pengertian pengelolaan
pertambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam bab ini juga dibahas tentang
bagaimana hak pengelolaan pertambangan menurut Undang-undang nomor 4
tahun 2009.

Bab IV, penulis membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang hak
pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 04 tahun 2009
tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam bab tersebut akan
diketahui bagaimana pandangan hukum lslam tentang hak pengelolaan
pertambangan menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang
pertambangan mineral dan batu bara.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Terakhir kata penutup sebagai akhir dari seluruh proses penelitian ini.



BAB H :.'.\.‘:'\.'. ‘. = |

HAK MILIK DAN /QTA’MENURUT HUKUM ISLAM

A. HAK MILIK

Sebelum membahas hak milik menurut hukum Islam terlebih dahulu
mengetahui sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Sumber-sumber hukum
Islam (masadir al-abkam)' dikelompokan menjadi dua; Perfama, sumber yang
disepakati oleh ulama ada lima yaitu al-Qur’an, hadis, ijtihad, giyas dan
Ijma’? Kedus, sumber hukum yang tidak disepakati ulama, berupa istihsan,
maslahah mursalab, istishab, shar’ man qablana dan mazhab sahabat.®

Ijitikad, givas dan ijma ’juga disebut sebagai metode penemuan hukum
(istinbaf). ijtibad qiyas dan jjma dipandang sebagai metode penemuaan
hukum Islam dikarenakan cara penggalian hukum Islam antara lain dengan
cara jjtihad gqiyas dan jjma. Dengan demikian, jitibad, giyas dan ijma
tergantung dari sisi mana melihat hal tersebut menjadi sumber atau metode.

Hukum Islam terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu: Pertama, hukum
ibadat atau figh ibadah. Kedua hukum-hukum muamalat atau figh muamalah.
Figh muamalah ini dirinci menjadi beberapa bidang-bidang hukum yaitu figh
maliyah (hukum kebendaan), figh munakahat (hukum perkawinan), figh

muhasanat (hukum acara), figh jinayah (hukum pidana), hukum tata negara

' Sumber hukum (masidir al-ahkam) adalah ssal hukum atau rujukan hukum. Lihat
Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata
Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), him. 32,

% Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islamiyyi, juz. I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), him. 417.

Y Ibid,, juz. II, him. 733.
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dan perundang-undangan, dan hukum antar bangsa (hukurn internasional).*
Adapun penelitian ini akan membahas figh muamalah maliyah yang berkaitan
tentang hak pengelofaan pertambangan mineral dan batu bara.

1. Pengertian Hak Milik

Manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon) dimana ‘antara
satu dengan lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Setiap
manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan
kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, periu ada aturan-
aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak
melanggar hak-hak orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban di
antara sesama manusia.

Hak dan kewajiban adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan dari
kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka
timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Datam jual beli
misalnya, ketika kesepakatan telah tercapai, maka akan muncul hak dan
kewajiban, hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual
untuk menyerahkan barang, atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan
harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.’

Hak dan kewajiban melahirkan suatu konsep hak kepemilikan atau a/-

hagqq al-milkiyyab. Pengertian hak milik berasal dari serapan bahasa Arab

* Suparman Usman, Hukum Islam, him. 41.
5 Dimayuddin Djuwaini, Penganiar Figh Muamalah, cet. H (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 3.
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al-hagg dan al-milk yang artinya ketetapan dan kepastian.6 Menurut
Mustafa Ahmad Zarqga’, hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya
syara " menetapkan scbuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban.’

Sedangkan makna al-milk secara istilah adalah penguasaan seseorang
terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan
tindakan terhadapnya® Makna lain dari al-mifk adalah kemampuan
seseorang untuk menggunakan haknya sclama tidak ada penghalang yang
menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.g Menurut
Muhammad Abu Zahrah definisi al-milk adalah suatu kemampuan untuk
melakukan fasarruf sejak awal kecuali adanya halangan.“1 Sedangkan
menurut Wahbah az-Zuhaifi, aimilk adalah Suatu iftisas (kekuasaan)
terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya,
dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap
sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar7. "

Dengan demikian hak milik adalah penguasaan khusus terhadap

sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau

¢ Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensikiopedi Hukum Islam (Jakarta lctiar Van Hoeve, 1996), him.
67. Lihat Q.S Yasin [36): 7, Q.S Yunus [10]: 35, dan Q.8 al-anfal [8): 8. Mahmud Yunus, Kamus
Arab Indonesia (Jakaria: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, t.th), him. 106.

7 Mustafa Ahmad Zarqa dalam Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, hlm. 3.
Bandingkan dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Penganiar Figh Muamalah
(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), him. 121,

8 Ibid., him. 69.

% Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurui Hukum Pertanahan Indonesia
dalam Perespektif Hukum Islam (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama R1, 2010),
him. 109.

10 Abi Zshrah dalam Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amza, 2010), him.
70.

¥ Wahbah az-Zuhaill, al-Figh al-Islzmi wa Adillatub, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, did, cet.
1 (Jakaria: Gema Insani, 2010), IV. 402-403. Bandingkan dengan Abdul Madjid, Pokok-Pokok
Figh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan Gung Djati, 1989),
him. 36. Bandingkan, A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-
Rambu Syari‘ah, Cet. 11 (Jakarta: Prenada Media, 2003}, hlm. 326.
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melakukan fasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan
syara’.

2. Sebab-sebab Kepemilikan
a. Hak milik yang sempurna (a/-milk at-tam)

Hak milik a7-t2m adalah hak penuh yang memberikan kesempatan
dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis
tasarruf yang dibenarkan oleh syara’.'> Adapun cara dan sebab
memperoleh hak milik yang sempurna antara lain:

1) Menguasai benda-benda mubah

a) Membuka tanah baru (ifiya al-mawat)

b) Berburu (a/-istiyad)

¢) Menguasai barang tambang (a/-ma adin) dan rikaz.
2) Akad

Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak
dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada
objeknya. Menurut Syamsul Anwar definisi akad merupakan
keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya
akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu
pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad
sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.”” Akad

dalam literaratur figh muamalah beragam jenisnya contoh: akad

12 Ahmad Waedi Muslich, Figh Muamalah, him. 73.
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Ahad dalam Fikih
Muamalah (Jakarta: PT. RajaGralindo Persada, 2007), hlm. 68-69.
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musyarakah, akad mudarabab, akad ijarah dan lain-lain. Dalam akad
mencakup tiga tahapan perjanjian, persetujuan dan perikatan.” Adapun
rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

a) ‘Agid ialah orang yang berakad.

b) Benda-benda yang diakadkan.

¢} Tujuan akad

d) Ljab dan Kabul.

Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai sighat al- ‘agd dimana
dalam pengucapan ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak
pengertian."” Contoh seorang berkata “saya serahkan tanah ini”, kalimat
tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah
tanah tersebut sebagai pemberian, atau sebagai titipan. Seharusnya
kalimat tersebut adalah “Saya serahkan tanah ini sebagai hadiah atau
sebagai titipan”. Selain rukun akad yang tidak kalsh penting yaitu
syarat-syarat akad. Syarat tersebut sebagai sah atau tidaknya akad
tersebut. Syarat tersebut menyangkut orang, objek, tujuan dan ha!l akad.
Sehingga dengan terpenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut
sah.

b. Hak milik yang tidak sempurna (a/-milk an-naqis).
Hak milik az-nagis adalah hak yang dimiliki oleh seseorang akan

tetapi berupa manfaatnya saja, karena barang tersebut menjadi milik

'* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. V (Jakana: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). him.
45.
'S fbid.. him. 47.



24

orang lain atau sebaliknya.'® Hak milik tidak sempurna dalam hukum
Islam dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, milk al-‘ain (hak milik atas
bendanya saja sedangkan manfaat dari benda tersebut milik orang lain.
Kedua, milk al-manfa’at asy-syskhsi (hak milik atas manfaat). Hak
milik manfaat ini bisa discbabkan di antaranya: pinjaman, sewa
menyewa, wakaf, wasiat, ibafah. Ketiga, hag irtifag (hak manfaat yang
mengikuti kepada benda, bukan kepada orang)."’
3. Klasifikasi Hak Milik
a. Hak Milik Individu (a/-mifkiyyah al-khassah)

Dalam hukum Islam hak milik individu diakui keberadaannya. Hak
milik individu (a/-milkiyyah al-khassal) adalah hak yang dimiliki
orang perorangan atau suatu badan hukum tertentu (perkumpulan).'®
Hak milik individu (al-milkiyyah al-kbassah) memberikan kekuasaan
kepada pemegang hak miliknya untuk digunakan sesuai dengan
keinginan pemegang hak. Namun demikian, penggunaan hak milik
tersebut ada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syari’ah.

Kepemilikan pribadi (al-milkiyyal al-khagsah) ~merupakan
keniscayaan bagi seseorang yang telah melakukan prestasi dengan
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dalam melakukan pekerjaan
tertentu pastinya akan mendapatkan hasil yang tentunya bisa dimitiki."

Misalkan, Seseorang bekerja di perusahaan maka orang terscbut

'* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, hlm. 74.

" Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, him. 75-83.

“Ahmad Jalaluddin, As-Sivasah al-Iqtisadiyyah Fi Davi al-Masiahah as-SyarTyyah
(Malang: UIN Malang Press, 2008), him. 197.

1% Ridwan, Pemifikan Rakyat dan Negara, him. 130.
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mempunyai hak menerima upah atas peke:jaanya,m dan upah tersebut
menjadi hak milik yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Landasan hukum kepemilikan yang bersifat individual (al/-
milkiyyah al-khassah) ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an,
antara lain Q.S. an-Nisa: 67’ dan Q.S. aZ-Zariyat: 19%,

Pengakuan lembaga kepemilikan individual (af-milkiyyah al-
khassall) dalam Islam jelas tergambar dengan adanya aturan kewajiban
zakat, hak kewarisan, larangan mengambil harta orang lain, dan
larangan menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar.”
Bahkan, dalam hukum Islam, kepemilikan individu merupakan hal yang
bersifat fitrah dan merupakan keniscayaan-yang tidak dibatasi dalam hal
cara perolehannya dengan syarat tidak mengganggu hak orang lain atau
tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Mengingat pentingnya

posisi kepemilikan individual ini (al-milkiyyah al-khassah), Islam

2 Seorang buruh harus mendapakan upah secepatnya dan harus disesuaikan dengan apa yang
dikerjakan dan mempertimbangkan kepatutan sosial untuk dapat hidup yang layak. Lihat Ridwan,
Figh Perburuhan (Yogyakarta: Centra Grafindo, 2007), him. 5.

2! Lihat Q.S an-Nisa [6]: 6
Lagsi G U8 33 1585 of ) lil}'.a! vigfSTs oy il ] 1530 W) e B2 u\i el S S i3y

(Y Vi ity 5 gl 1030 10050 g 505 13 7y GV b o
Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika
menurut pendapatmu mercka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepads
mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di
antara pemelibara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim
itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi
(tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).
2 Lihat Q.S az-Zariyat [51]: 19
(V4 oty YOI o Lt A
Artinya: Dan pada harta-harta mercka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin
yang tidak mendapat bagian.
2 A. Djazuli, Figh Siyasah, him. 327.
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menempatkan kemuliaan hak milik ini parallel dengan perlunya
penghormatan perlindungan terhadap jiwa. Pengakuan lslam terhadap
hak milik pribadi (al-milkiyyal al-khassal) secara normatif
memperoleh justifikasi dalam al-Qur’an dan Hadis. Persoalan
kemudian, bagaimana posisi kepemilikan manusia dihadapkan dengan
kepemilikan Tuhan? Dalam hal ini terdapat dua penjelasan untuk
mengkompromikan dua kepemilikan itu. Perfama, kepemilikan Tuhan
atas semua benda merupakan gambaran akan perlunya membangun
kesadaran manusia untuk menggunakan hartanya dalam rangka
pengabdian kepada-Nya. Sementara itu, hak memanfaatkan barang
miliknya sesuai dengan batas-batas yang telah digariskan Tuhan melalui
norma hukum halal dan haram. Kedua, pengakuan hak milik manusia
dalam Islam dimaksudkan dalam rangka kesadaran bahwa harta itu
amanat Tuhan, oleh sebab itu akan ada pertanggungjawaban atas
penggunaan harta bendanya. >*

Pembatasan hak milik individu (al-milkiyyah al-khassal) dapat
dikelompokkan menjadi dua macam. Perrama, pembatasan atas dasar
kemasiahatan yang bersifat pribadi adalah pembatasan yang
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang per-orang karena
ada alasan-alasan tertentu, seperti larangan untuk bertransaksi atau

menggunakan harta bagi seorang yang terkena penyakit gila atau anak

 Ridwan, Pemifikan Rakyat dan Negara, him. 130-133.
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kecil yang belum dewasa. Kedua, pembatasan atas dasar kemaslahatan
atau kepentingan umum.?
b. Hak Milik Masyarakat (al-milkiyyah al- ‘ammakh)

Hak milik masyarakat dalam istilah hukum Islam, disebut dengan
al-milkiyyah al-‘amimah Hak milik masyarakat (al-milkiyyak al-
‘ammah) adalah kepemilikan oleh sekelompok orang dalam sebuah
persekutuan yang tidak boleh dimiliki oleh orang per-orang. Hak milik
tersebut tidak boleh dijual belikan, diigta kan dan diberikan. Karena
kepemilikan tersebut diwakafkan kepada orang-orang Islam.” Asas dari
al-milkiyyah al-‘ammah dala:p Islam adalah kemanfaatan bagi manusia.

Adapun rincian jenis-jenis harta yang merupakan milik masyarakat
menurut Muhammad Shaugi al-Fajri meliputi tiga hal. Pertams, tanzh-
tanah yang tidak ada pemiliknya atau lahan mati yang tidak dikelola.
Kedua, semua barang tambang yang ada di dalam bumi. Ketiga,
fasilitas-fasilitas umum yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang
seperti air, rumput, api dan garam.”

Sementara itu, ‘Ala’uddin Za’tari menyebutkan kepemilikan
masyarakat dengan istilah a/-milkiyyah al-jama’iyyah Adapun objek
benda yang dimiliki secara bersama disebut dengan al-‘ayan
musytarakah yaitu benda dimiliki persekutuan masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, mereka berserikat dalam hak kepemilikannya.

® [bid, him. 136.
% Ahmad Jalaluddin, As-Siyasah al-Iqtisadiyak, hlm. 202-203.
2’ Ridwan, Pemilikarn Rakyat dan Negara, him. 140,
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Menurutnya, al-milkiyyah al-jama’iyyah adalah hak kepemilikan oleh
sekelompok orang dalam sebuah persekutuan yang tidak boleh untuk
dimiliki oleh orang perorang ataupun oleh negara. Hak milik ini tidak
boleh untuk dijual belikan atau dihibahkan kepada orang lain karena
kepemilikanya bersifat kolektif. Contoh kepemilikan bersama adalah
semua fasilitas umum seperti sungai besar, laut, jalan raya, dan tempat
pengembalaan umum. Setiap orang boleh menggunakan hak milik
tersebut dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Fasilitas publik
yang menjadi hak milik bersama bisa juga dalam bentuk lahan lindung
yang dibuat oleh negara sebagai public sphare (ruang publik) atau juga
taman-taman yang di];erunmkican masyarakat.?®

Harta yang termasuk hak publik, tempat seluruh manusia bersekutu
dalam kepemilikannya, dalam istilah hukum Islam, disebut dengan a/-
mubahah al-‘smmab Ada empat cara kepemilikan yang terkait dengan
hak publik, yaitu dengan membuka lahan baru (ifyz al-mawaft),
menangkap ikan di laut, berburu, menggali benda-benda yang ada di
dasar bumi seperti barang tambang, dan kepemilikan melalui
pengumpulan seperti rumput, kayu, dan air.”

Tugas negara dalam konteks ini adalah negara menjaga warganya
dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan

dari munculnya bahaya. Atas dasar itu negera berkewajiban mengatur

2 Ibid, him. 141-142.

*Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Penganiar Figh Muamalah, him. 172-173.
Lihat hadis Nabi Muhammad SAW, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash’ath al-Sijistani, Sunan Ab7
Dawud (Beirit; Dar al-Fikr, t.th), him. 147,
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dengan mengeluarkan sebuah regulasi.”’ Menurut Abdul Manan, spirit
hadis Nabi Muhammad saw bahwa Marwusia bersekutu dalam tiga hal,
yaitu rumput, air dan api merupakan pesan kepemilikan semua sumber
produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara sekaligus pengakuan Islam atas batasan hak milik pribadi.!

Menurut Taqi ad-din al-Nabhani, dan Hasan ‘Abd al-Hamid
Uwayd, Hadis Nabi yang menyatakan rumput, air dan api bukanlah
sebagai batasan kepemilikan umum, akan tetapi tafsimya bisa diperluas
melalui metode givas bahwa setiap barang yang menyangkut hajat
hidup orang banyak, maka harta tersebut harus dimiliki secara bersama
yang penguasaannya ada pada negara. Penafsiran barang-barang yang
menjadi hajat hidup masyarakat berjalan secara dinamis menyesuaikan
zaman dan bagaimana masyarakat membutuhkannya.”

Memaknai tiga jenis rumput, air dan api yang menjadi milik
umum (publik) yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dalam
praktiknya dikuasai oleh negara sebagai pihak yang mempunyai otoritas
untuk mengelola. Tiga jenis barang tersebut jika dianalogikan dengan
menggunakan pemaknaan saat ini, api dimaknai sumber energi listrik
dan rumput adalah hutan yang keduvanya harus dikuvasai dan dikelola

oleh negara.”

3% Abdullah ‘Abdul Husain at-Tariqt, /qtisad ai-Islami terj. M. Irfan Syofwan (Yogyakarta:
Megistra Insania Press, 2004), him. 60. Bandingkan dengan Ridwan, Pemilikan Rakyat dan
Negara, hlm. 143.

3" Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara, him. 143,

*2 Ibid,, him. 144- 145,

B Ibid, bim. 146.
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c. Hak Milik Negara (al-milkiyyah ad-daulah)

Hak milik negara (al-milkiyyah ad-daufah) adalah kepemilikan
oleh negara sebagai institusi politik yang berdaulat atas suatu benda.
Hak milik negara berarti setiap harta yang penggunaan dan
distribusinya menjadi wewenang penuh negara, seperti harta a/-kbarrdj
dan aljizyah yang penggunaannya ditujukan untuk menciptakan
kebaikan bersama’* Menurut Taqgi ad-Din an-Nabhani, hak milik
negara adalah harta yang merupakan hak kaum Muslimin, sementara
pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana bisa dia bisa
mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum Muslimin, sesuai
dengan apa yang menjadi pandangannya.”’

Menurut Al-Kailani, bahwa jenis kepemilikan negara sama persis
dengan kepemilikan umum, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan
umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya
berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya,
termasuk bagi kelompok non muslim.>® Meski negara yang melakukan
pengelolaan hak milik umum serta hak milik negara, namun ada
perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk
harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara
kepada siapa pun, meskipun negara bisa memberikan kebolehan kepada

orang-orang yang mengambilnya, melalui pengelolaan yang

* Ibid, him. 147.

% Taqi ad-Din an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, ter.
Moch. Maghfur Wachid, cet. VII (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm, 243,

38 < Abdullah ‘ Abdul Husain at-Tariqi, fgtisad al-Islanmi hlm.58.
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memungkinkan mereka untuk memanfaatkanya. Berbeda dengan milik

negara. Sebab negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada

individu tertentu.”’

B. HUKUM AL-IQTA’
1. Definisi dan Dasar Hukum a/-Igta’

Igta’ adalah menetapkan sebagian lahan mati khusus untuk sebagian
orang, baik itu berupa blok tambang maupun lahan mati, sehingga
sebagian orang itu menjadi pihak yang lebih berhak terhadap scbagian
lahan mati tersebut dari pada orang lain, dengan syarat lahan itu termasuk
lahan mati yang tidak terikat dengan kepentingan dan hak orang lain.*®
Menurut Syekh at-Tusi, yakni Imam memberikan hak kepada seseorang
untuk mengusahakan svatu sumber kekayaan alam.”

Kebanyakan al-igta’ diberlakukan untuk harta yang berupa tanah mati
yang tidak ada pemilik dan pengelolannya. Cara pemberlakuan konsep
iqta’ yaitu seorang Imam mengkhususkan sesuatu lahan mati untuk
seseorang yang menurut penilaiannya memang layak dan patut
mendapatkannya, adakalanya dalam bentuk pemilikan lahan tersebut

(menjadikan hak milik) untuk selanjutnya dikelola dan difungsikan, atau

%7 Taqj ad-Din-an-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi, hlm. 244.

3% Wahbah az-Zuhaili, al-figh al-fslami, hlm. 5 Bandingkan Aba Bakar Jabir al-Jaza'ifi,
Minhaj al-Muslimig, terj. Mustofa Aini, Amir Hamzah, dan Fachruddin Kholif Mutaqin (Jakarta:
Daru! Hag, t.th), him. 497.

% Kata igta* sangat diasosiasikan dengan sejarah abad pertengahan, khususnya sejarah Eropa;
dengan konsepsi-konsepsi dan institusi-institusi yang amat jelas yang menentukan hubungan-
hubungan di antara tuen tanah dan penggarap tanah (budak), serta mengatur hak-hak mereka
masing-masing di masa ketika sistem feodalisme dominan di Eropa dan di berbagai belahan dunia
lainya. Lihat Muhammad Bégqir al-Sadr, Buky Induk Ekonomi Islam, terj. Yudi (Jakarta: Zahra,
2008), him. 229. _
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adakalanya hanya dalam bentuk menetapkan bahwa hasil lahan itu untuk
orang tersebut selama jangka waktu tertentu (tidak menjadi hak milik akan
tetapi hak mengelola).

Seorang Imam atau pemimpin boleh memberikan (igfa’) suatu lahan
mati kepada seseorang untuk ia fungsikan. Hal tersebut didasarkan pada

hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut:

o Py o belle op e 8 dad W, dojp ot g8 W

0 Qg gt Loyl dadidl p. 0 1 O 4yl
Artinya: Diﬁwayatkm dari ‘Amr ibn Marzuq, diriwayatkan dari Syubah
dari Samak dari ‘Algamah ibn Wail dari ayahnya; Sesungguhnya Nabi
saw memberikannya sebidang tanah di Hadramaut.

Seorang Imam diperbolehkan memberikan (igfa’) suatu blok tambang
kepada seseorang untuk dieksploitasi kandungannya. Akan tetapi, blok
tambang tersebut tidak menjadi hak milik (maksudnya, ia hanya
diperkenankan menggali barang tambang saja, akan tetapi lahan barang
tambang tersebut tetap menjadi milik negara).*’ Hal tersebut didasarkan

pada hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut;

O oty b o8 AN A G By 2 b 8 B (e
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Artinya: Diriwayakan dari Yahya dari Malik dari Rabi’ah ibn Abi ‘Abd ar-
Rahman: Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kepada Bilal ibn al-

“ Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash’ath al-Sijistani, Suman AST Diwud, him. 55.
“! Wahbah az-Zuhaifi, a/-Figh al-Islgmj him. 527.
2 mam Malik, al-Muwatta (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), him. 195.



33

Haris al-Muzani blok tambang al-Qabaliyyah (tepi pegunungan).
Tambang-tambang itu hanya diambil zakatnya sampai sekarang.

Hadis Nabi Muhammad saw yang sama persis adalah sebagai berikut:

gl p o @ OV 0 dr 8l o il D g LB S oo
d-a-gt:-,_rj ¢ \giy g 9 b 1 2 4EN Odlae el & pdt o N
et L U I I ST L
Artinya: Diriwayatkan dari Kasir ibn ‘Abdullah ibn ‘Auf al-Muzani dari
ayahnya dari kakeknya: Sesungguhnya Rasulullah saw telah memberikan
kepada Bilat bin Haris sumber tambang al-Qabaliyyah, baik yang terlihat
maupun yang ada di dalam tanah, dan lahan yang dapat ditanami di daerah
Gunung Quds, dan beliau tidak memberikan lahan itu sebagai hak
seseorang Muslim.
2. Macam-macam al-Igfa’

Hukum igra’ dalam Islam ada tiga macam, yaitu: Pertama, iqta’
tamfi7k (lahan yang dipasrahkan menjadi hak milik orang yang dipasrahi).
Kedua, iqta’ istighlal (orang yang dipasrahi hanya berhak mengeksploitasi
lahan yang dipasrahkan kepadanya, namun status lahannya tetap menjadi
milik negara). Ketiga, iqta’ ‘irfag (orang yang dipasrahi hanya berhak
menggunakan saja, sedangkan lahannya tidak menjadi miliknya)."

Dalam igfa’ kepemilikan, lahan yang dijadikan /gfa’ itu ada tiga
macam; lahan mati serta tidak bertuan, lahan yang telah dikelola dan fahan

yang mengandung bahan tambang.® Macam-macam igfa’ dalam Islam

adalah sebagai berikut:

4 Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash’ath al-Sijistani, Sunan AbF Dawed, him. 56

“ Wahbah az-Zuhaili, e/-Figh al-Isiami him. 528.

S Imam al-Marwadi, al-Ahkam al-Sultaniyah we al-Wilayak ad-diniyyah , texj. Abdul
Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 361
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a. Hukum fgra’ al-Mawat

Berdasarkan kesepakatan mazhab yang ada, seorang Imam atau
pemimpin boleh memberikan lahan mati kepada orang yang
menghidupkannya, schingga kawasan di mana lahan mati itu berada
menjadi bermanfaat dan berfungsi.*®

Apabila seorang Imam atau pemimpin memberikan suatu lahan
kepada seseorang, maka menurut ulama Malikiyyah, lahan itu menjadi
hak miliknya, meskipun ia tidak memanfaatkan dan memfungsikan
untuk sesuatu. Maka dari itu orang tersebut diperbolehkan menjual,
menghibahkan dan jika orang tersebut meninggal dunia, maka lahan
tersebut manjadi hak ahli warisnya."’

Sementara itu menurut Jumhur ulama (selain ulama Malikiyyah)
igta* tidak bisa menjadi sebab lahan mati yang dipasrahkan menjadi
milik seseorang yang dipasrahi. Karena seandainya lahan itu memang
berubah menjadi miliknya, maka tentunya tidak boleh menarik kembali
lahan itu dari tanganya. Akan tetapi, dalam hal ini al-mugfa’ (orang
yang dipasrahi) setatusnya hanya seperti orang yang meletakan sesuatu
tanda di atas suatu lahan mati yang baru ingin menghidupkan lahan
mati tersebut, sehingga setatusnya hanya sebatas sebagai orang yang
paling berhak terhadap lahan itu dalam jangka waktu tiga tahun jika ia

ingin menghidupkannya.*s

% Wakbah az-Zuhaili, sl-Figh al-Islami hlm. 528,
7 \mam al-Marwadi, a/-Abkam al-Sultaniyat, him. 363.
* Ibid, him. 364.
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Seseorang Imam tidak boleh memberikan suatu lahan mati kecuali
dengan kadar ukuran yang si al-mugfa‘ (orang yang diberi) mampu
dan bisa menghidupkannya. Jika seorang Imam memberikan (igra’)
suatu lahan kepada seseorang di atas kadar ukuran luas yang
memungkinkan baginya untuk menghidupkannya, kemudian ternyata
orang tersebut (a/-mugta ‘) memang tidak mampu untuk memanfaatkan
dan memfungsikan lahan tersebut, maka pemimpin harus menarik
kembali lahan itu darinya.*

Pemberian tanah mati melalui igra’ pada zaman Nabi kepada
seseorang didasarkan pada kriteria bahwa yang diberi tanah adalah:
Pertama, seorang muslim yang memerlukan bantuan ekonomi; Kedua,
Muslim taat dan banyak jasa terhadap Islam; Ketiga, Tanah diberikan
dengan tujuan meluluhkan hati seseorang non Muslim untuk masuk
Islam (& "fif al-qulub) sebagai muallaf>’

Syarat-syarat pemberian tanah harus kepada orang-orang yang
membutuhkan dan tidak setiap orang yang meminta harus diberi. Imam
harus meneliti dengan sesakma berdasarkan manfaatnya dan baru
kemudian menerima atau menolak permintaan dari calon penggarap.
Bermanfaat atau tidaknya setiap hal pertimbangkan berdasarkan
patokan-patokan sebagai berikut:*'

1) Bermanfaat bagi masyarakat

% Wahbah az-Zubaill, a/-Figh al-Islami, him. 529.

% Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara, hlm. 379.

5! Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Isiam, terj. Soemyo dan Nasiangin (Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1995), 1. 240-243.
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2) Pekerjaan untuk kesejahtraan umum

3) Kemampuan dan kebutuhan penduduk.
b. Hukum Igta’ ‘irfag

Ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah mengatakan,
diperbolehkan seorang Imam memberikan lahan yang terletak di antara
kawasan yang di diami dan difungsikan, seperti halaman masjid dan
sebagainya, tempat-tempat duduk di pasar dan jalan-jalan yang luas,
dengan Jgfa‘ yang bersifat pemanfaatan, schingga al-mugta‘ hanya
memiliki hak memanfaatkan (hak pakai atau hak tempat saja) selama
pemanfaatan itu tidak mengganggu orang lain atau orang yang lalu
lalang. Barang siapa yang diberi igra‘berupa suatu bagian dari tempat-
tempat tersebut, maka ia menjadi orang yang paling berhak untuk
duduk dibagian yang diigrakan kepadanya dari tempat-tempat
tersebut. Karena Imam memiliki kewenangan untuk mengambil suatu
kebijakan dan berijtihad. *2

Orang yang memiliki hak duduk di suatu bagian dari halaman
masjid atau di pinggir jalan, dirinya boleh membuat semacam teduhan
untuk dirinya dengan menggunakan sesuatu yang tidak merugikan dan
mengganggu orang lain, karena hal tersebut memang dibutuhkan.
Namun, tidak diperbolehkan mendirikan svatu bangunan, karena hal

tersebut mengganggu dan mempersempit gerak orang lain.>?

52 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami, him. 530. Bandingkan Ahmad ibn Muhammad 1bn
Qudamah al-Maqdisi, AF-Mughni, Juz VI, tahqlq: Mubammad Syarif ad-Din dan Muhammad as-
Said (Beirut: Dar al-Hadis, 2004), him. 460.

7 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Isiami him. 530.



37

Orang yang memiliki hak duduk di pinggir jalan yang luas, dirinya
tidak boleh duduk dengan bentuk duduk yang bisa menghalangi dan
mengganggu pandangan pedagang lain di sampingnya hingga ia tidak
bisa melihat dengan baik orang yang melakukan transaksi dengannya,
atau dengan bentuk duduk yang bisa mempersempit gerak pedagang di
sampingnya sehingga ia terganggu dan tidak bisa nyaman untuk
melakukan penakaran atau penimbangan barang dagangan, atau
menyerahkan barang, atau menerima pembayaran.

c. Hukum fgta’ al-Ma’adin
1) Definisi g¢/-Ma’adin
Al-Ma’adin adalah suatu material yang ditemukan dalam
perut bumi dari asal penciptaan (ada secara alami tanpa campur
tangan manusia), seperti emas, perak, tembaga, besi dan timah.

Istilah yang sama persis namun berbeda yaitu rikaz atau kanzu

Rikaz atau kanzu adalah, harta yang terpendam dalam bumi

karenaz memang sengaja dipendam oleh pemiliknya, atau karena

akibat suatu bencana, seperti gempa bumi atau badai yang
menghancurkan suatu negara serta meratakannya dengan tanah
berikut harta kekayaan yang ada di dalamnya. >

Perbedaan a/-ma’adin dan rikaz adalah, al-ma’adin
merupakan bagian dari unsur bumi yang keberadaannya secara

alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan rikaz bukan

54 Ibid., him. 531
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merupakan bagian dari unsur bumi, akan tetapi sesuatu yang
memang sengaja dipendam dan diletakkan di dalam bumi dan ada

campur tangan manusia.”®

2) Kepemilikan a/-Ma adin menurut Ulama

Para fuqaha berbeda pendapat seputar masalah kepemilikan
barang tambang dengan cara menguasainya dan penetapan hak
negara terhadap barang tambang jika ditemukan di arca lahan yang
tidak bertuan.

Adapun kepemilikan terhadap barang tambang, para fugaha
berbeda pendapat. Perfamsz, Ulama Malikiyyah semua jenis
barang tambang tidak bisa dimiliki walaupun berada di lahan
kepemilikan. Akan tetapi, semua jenis barang tambang adalah
milik negara dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan
kemaslahatan. Kedva, menurut ulama Hanafiyyah mengatakan
barang tambang boleh dimiliki dengan berdasarkan kepemilikan
lahan dimana barang tambang tersebut ditemukan. Karena suatu
lahan apabila telah dimiliki, maka semua bagian-bagiannya juga
ikut dimitiki. Apabila ditermukan di lahan milik seseorang, maka
barang tersebut menjadi miliknya. Apabila ditemukan di lahan
milik negara, maka menjadi milik negara. Kefiga, menurut ulama
Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah, ada dua kemungkinan.

Pertama, jika barang tambang berada pada tanah mati, maka

5 Ihid
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barang tambang tersebut menjadi milik masyarakat. Kedua, jika
barang tambang berada ada pada tanah milik seseorang dan berupa
benda padat, maka setatus kepemilikan ada pada pemilik tanah.
Akan tetapi, jika barang tambang tersebut berupa benda cair maka
menjadi milik negara. >
3) Macam-macam a/-Ma ‘adin

Menurut Ulama Hanafiyyah Al-ma’adin dibagi menjadi
macam tiga macam, di antaranya: Perfams, material a/-ma’adin
yang bisa ditempa, sehingga bisa dibentuk menjadi lempengan,
dibentuk menjadi perhiasan dan dibentuk menjadi semacam kawat,
atau material al-ma’adin yang bisa dilebur dan dicairkan, seperti
emas, perak, besi, tembaga, timah dan sebagainya. Kedua, material
al-ma’#din yang tidak bisa ditempa atau tidak bisa dilebur dan
dicairkan, seperti berlian, yaqut, kristal, aqgiq dan lain sebagainya.
Ketiga material al-ma’adin cair, seperti minyak bumi, aspal dan
bentuk-bentuk minyak tambang atau mineral lainya. 51

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah a/-
ma‘adin dibagi menjadi dua macam, yaitu: Perfama material a/-
ma’adin ad-dahirah adalah material yang tampak dan tidak
tercampur dengan tanah sehingga mudah untuk diambil tanpa
harus melakukan proses pemisahan dari tanah, seperti minyak

bumi, garam, batu celak dan garam asam belerang. Kedus

5 Ibid,, him. 466. Bandingkan Ridwan, Pemilikan Rakyat, him. 286-287,
57 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh ai-Islam? hlm, 531.
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material af-ma’adin al-batinsh adalah material yang untuk
mendapatkannya dibutuhkan kerja keras karena material tersebut
tercampur dengan material tanah, sehingga untuk mendapatkannya
perlu proses pemisahan dan penyaringan, seperti emas, perak,
tembaga dan timah. *®
4) Hak-hak Negara atas a/-Ma‘adin

Bagian negara atas al-ma’adin terdapat dua pendapat, di
antaranya: Pertams, Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa bagian
yang menjadi hak negara adalah seperlima. Hal ini didasarkan
pada hadis Nabi Muhammad saw. Karena ulama Hanafiyyah tidak
membedakan antara rikéz dan al-ma’idin. al-Ma'adin termasuk
dalam cakupan riksz Sisa dari seperlima diperuntukkan untuk
penemunya sendiri. Ketentuan ini berlaku untuk vntuk tambang
berupa logam keras yang bisa ditempa dan dilebur seperti: emas,
perak, besi, tembaga dan timah. Adapun barang tambang
yangktr'tidak bisa ditempa seperti: intan, yaqui, dan batu bara,
atau bahan tambang yang berbentuk cair seperti air raksa dan
minyak bumi, maka negara tidak memiliki harta bagian di
dalamnya, karena hasil tambang yang pertama menyerupai batu
dan debu, sedangkan yang kedua menyerupai air.”’ Kedus Ulama

Syafi’iyyah, mengatakan bahwa untuk hasil tambang, negara

%% sbid. Bandingkan Muhammad Béqir al-Sadr, Buku Induk, him. 213.
9 Wahbah az-Zuhail, al-Figh al-fslami, him. 466. Bandingkan Muhammad ibn Rusd,
Biddyah al-Mujtahid (Surabaya: Hidayah, t.th), him. 188.
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tidak memiliki bagian hak di dalamnya seperlima. Akan tetapi,
barang tambang berlaku ketentuan zakat. Adapun penetapan zakat
pada barang tambang menurut ulama Syafi’iyyah adalah
didasarkan pada keumuman dalil zakat yaitu 2.5%.%

Perbedaan tersebut didasarkan kepada pemaknaan hadis Nabi

Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut:

algpi@ﬁatw»,.puﬁm»guajﬁm,
P ol of g o 3 S gl op Bebe gl e e
Blowal o i dp Wi 5 88 il 8 Gl (2 ot o
o b ot op o o b o et sl e g
Bap gl of BN L ot deks il 08 3 el 4 ot
,)L,z;w.dug..,q;mwfmdr,‘j@:d@

o bt I NG gl Ol g gl

Artinya: Diriwayatkan kepada kepada kita dari ‘Amr ibn ‘Ali
Diriwayatkan ibn Juraij diriwayatkan ibn Syihab dari Abi
Salamah dari Abi Hurairah dan ibn Juraij dari ibn Syihab dari
Sa’id ibn ibn al-Musayab dari Abi Hurairah dan diriwayatkan
‘Abdullah ibn Ishaq al-Jauhari diriwayatkan Abu ‘Asam dari
Malik ibn Anas dari ibn Syihab dari Sa’id ibn al-Musayab dan
dari ibn Salamah ibn ‘Abd. Ar-Rahman dari Nabi saw, kerusakan
yang ditimbulkan oleh hewan adalah sia-sia dan kerusakan yang
ditimbulkan oleh sumur adalah sia-sia dan kerusakan yang
ditimbulkan oleh logam adalah sia-sia dan di dalam rikaz wajib
dizakati seperlima.

® 1bid. him. 467 Bandingkan Imam Taqi 8d-Din Abi Bakar ibn Muhammad al-Husain,
Kifayah al-Akbyir fi Ghayah al-lkhtisar (Indonesia: al-Haramain, tth)., him. 191. Mohammad
Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Ul Prss, 2006), him. 58.

$'Muhammad ibn Ishiq ibn Khuzaimah AbG Bakar as-Salami an-Naisabiri, Sahib bn
Khuzaimah, juz IV, tahqiq: Mubammad Mustafa al-A’dami (Beirut: al-Maktab al-1slawi, 1970),
him. 46 Bandingkan Ahmad ibn Suaib an-Nasa'i, Sunap an-Nasdj, terj. Yunus Bay Arifin dan Ali
Muhdhor (Semarang: As-Syife, 1992), Hl. 43.
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5} Hukum Igta’ al-Ma adin
Hukum igta’ al-ma‘adin menurut ulama Hanafiyyah, bahwa
lahan penghasil barang tambang (af-ma’adin), seperti lahan
penghasil garam, lahan penghasil minyak bumi dan sebagainya
yang mutlak dibutuhkan oleh kaum Muslimin atau ummat,
bukanlah lahan mati. Oleh karena itu, Imam tidak boleh
mengigtakannya kepada seseorang. Apabila seorang Ilmam
melakukan maka hal tersebut melanggar hak kaum mustimin.®
Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, bahwa al-ma ‘adin
adalah setiap sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi dan
didapatkan dengan cara penyaringan dan pemilahan. Sehingga
menurut ulama Malikiyyah kepemilikannya di tangan negara dan
seseorang Imam diperbolehkan igra’ al-ma’adin kepada kaum
muslim dengan catatan hanya bersifat pemanfaatan, bukan kepada
kepemilikan.63
Pendapat ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah ada dua: Jika a/-
ma’ddin ad-dahirah tidak boleh di-igfa*kan kepada individu
tertenty, baik igra’ bersifat kepemilikan (igra’ ramlik) maupun
hanya bersifat penggunaan (igta’ istighlal). Akan tetapi, al-
ma’adin ad-dairah adalah untuk semua masyarakat, Menurut
ulama Syafi’iyah dan menurut ulama Hanabilah berpendapat, 2/-

ma’adin ad-dairsh tidak bisa ikut menjadi hak orang yang

62 \WWahbah az-Zuhaili, a/-Figh al-Islimy him. 532.
S fbid, him. 535.
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menghidupkan lahan mati di mana alma'adin ad-dairah
diketemukan. Sedangkan a/-ma’adin al-batinab, menurut ulama
Syafi’iyyah dan Hanabilah tidak bisa dimiliki oleh orang yang
menemukan lokasinya dan menghidupkannya hanya dengan
sebatas melakukan penggalian dan pengeksplorasian. Hal
penggalian dan pengeksplorasian tidak bisa disamakan dengan
hukum menghidupkan lahan mati. Karena aktivitas menghidupkan
lahan mati tersebut bisa menjadi milik yang menghidupkannya
apabila memakmurkan dan memulihkanya sehingga lahan mati
tersebut menjadi bermanfaat dan berfungsi. Sedangkan menggali
lahan tambang butuh untuk mengulang-ngulang pekerjaan
menggali setiap kali ingin mencari dan mendapatkan
kandungannya. Oleh karena itu, hanya baru sekedar menemukan
bahan tambang tidak serta merta bisa menjadi milik penemunya.**

Menurut Mubhammad Bagir as-Sadr, Seorang Imam
diperbolehkan memanfaatkan sumber-sumber alam, atau membuat
usaha bersama, atau memberi kesempatan kepada individu untuk
memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada, sesuai dengan
kondisi-kondisi  objektif serta kemungkinan-kemungkinan
produktif yang dapat terpenuhi, dengan memperhatikan

masyarakat di satu sisi dan tuntutan keadilan sosial dari sudut

54 Ibid, him. 537. Bandingkan Husain Syahatah, Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif
Hukum Islam, terj. M. Zainal Arifin (Jakarta: Amzah, 2005), him. 10.
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pandang Islam di sisi fain.®* Seorang Imam apabila memberikan
sesuatu kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan
bersama. Hal tersebut didasarkan pada kaidah figh sebagai berikut:
Cadeally b ya 26 o st 3 s
Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya
bergantung kemaslahatan.
Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus
berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti
keinginan hawa nafsunya atau keinginan kelompoknya. Setiap
kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang
harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dievaluasi.
Sedangkan, kebijakan yang mendatangkan mafsadah kepada rakyat

harus dihilangkan dan dijauhi.

%5 Muhammad Baqir al-Sadr, Buku Induk, him, 229.
®A. Dijazuli, Kaidah-Kaidah Figh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Praktis, cet. 11 (Jakarta: Kencana, 2007), him. 147.




BAB III

HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

A. Sejarah Pengaturan Pertambangan di Indonesia

1.

Masa Kekuasaan VOC (1619-1799)

Sejarah telah mencatat bahwa penjajahan Belanda atas kepulauan
nusantara, berawal pada tahun 1619. Dalam tahun itu, pasukan Vereenigde
Oost Indische Compagnic (VOC) di bawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen
berhasil merebut Jayakarta (sekarang Jakarta) dan mendirikan kota baru
yang bernama Batavia. VOC, yang semula merupakan perusahaan dagang
Belanda bertujuan untuk monopoli usaha perdagangan rempah-rempah di
wilayah kepulauan nusantara, kemudian berkembang menjadi kekuatan
penjajah. Untuk memenuhi ambisinya, VOC di bawah pimpinan J.P. Coen
tidak segan-segan berperang menghancurkan kekuasaan raja-raja pribumi
yang menghambat usaha mereka. Kemudian melalui politik devide et
impera VOC tidak saja berhasil memperluas wilayah perdaganganya,
tetapi juga memperoleh tanah jajahan.1

Pada akhirnya VOC lebih cenderung untuk mempertahankan dan
memperluas tanah jajahan ketimbang melakukan misi utamanya yaitu
usaha perdagangan. Selain itu, banyak pejabat VOC di Batavia berlaku

curang, pemborosan dan korupsi yang turut memperburuk kondisi

! Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, cet. 11 (Yogyakarta: UII Press, 2004), him. 61.
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keuangan perusahaan. Hutang yang sudah menumpuk pada Pemerintah
Belanda tidak mungkin lagi dibayar. Akhirnya setelah dinyatakan
bangkrut, maka pada tanggal 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dengan
ketentuan semua tanah jajahan dan miliknya diambilalih oleh Pemerintah
Belanda. Sejak itu pula terbentuk sccara resmi pemerintahan kolonial
Hindia Belanda yang berkuasa hingga tanggal 8 Maret 1942 yaitu ketika
Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang dalam perang pasifik.2

Selama dari tiga abad Belanda di Indonesia, Belanda melakukan
pengusahaan di bidang pertambangan hanya sebagai tengkulak saja tidak
pernah melakukan usaha pertambangan dan yang dilakukan Belanda
selama tiga abad hanya melakukan usaha pertanian dan perkebunan.’

2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)

Setelah pengambilalihan semua milik (assef) dan kegiatan VOC
oleh Pemerintah Hindia Belanda sampai jatuhnya Hindia Belanda ke
tangan Inggris (1811), khususnya yang berkenaan dengan kegiatan
pertambangan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, Baru
setelah Inggris menyerahkan kembali tanah jajahan ini kepada Belanda
(1816) dilakukan perubahan dalam cara pemerintahan Hindia Belanda.*

Kegiatan selanjutnya hanya mencakup tugas-tugas pemerintahan
murni, sedangkan kegiatan perdagangan, pertanian, perkebunan dan
industri kecil dan sebagainya diserahkan kepada pihak swasta. Dalam

suasana liberalisasi perekonomian, muncullah keinginan pihak swasta dan

2 Ibid,, him. 62
3 Ibid.
4 Ibid,, him. 63.
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perorangan Belanda untuk mengusahakan pertambangan. Minat swasta
tertuju kepada timah dan batu bara.’

Keterlibatan swasta mendorong Pemerintah Hindia Belanda
membentuk suatu komisi khusus untuk mempelajari dan menyusun bentuk
pengaturan usaha pertambangan. Komisi berhasil menyusun sebuah
peraturan pertambangan (mijnreglement) yang pertama. Peraturan ini
memungkinkan pemberian hak konsensi® pertambangan kepada pihak
sewasta warga negara Belanda, tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah
di luar Jawa. Pengecualian pulau Jawa karena Pemerintah Hindia Belanda
berpendapat akan timbul konflik antara hak pertambangan dan sistem
cultuurstelsel dalam pertanian dan perkebunan yang telah diberlakukan di
Pulau Jawa. Belanda merasakan perlunya mengatur kegiatan
pertambangan secara khusus, pada tahun 1852 pemerintah mendirikan
Dienst Van Het Mijnwezen (jawatan pertambangan). Tugasnya adalah
melakukan eksplorasi geologi pertambangan di beberapa daerah untuk
kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Hasil penemuannya antara lain,
endapan batu bara yang bisa digali oleh Belanda pada tahun 1891 J

Perkembangan usaha pertambangan dirasa lambat yang disebabkan
oleh ketiadaan seperangkat regulasi yang mengatur pertambangan. Oleh

karena itu, pada tahun 1899, Pemerintah Hindia Belanda berhasil membuat

* Ibid.

6 Konsensi pertambangan adalah hak pertambangan yang luas dan kuat, artinya pemegang
konsensi langsung menjadi pemilik atas bahan galian yang diusahakanya. Hak konsensi juga
berarti hak kebendaan (property rights), schingga dapat dijadikan scbagai jaminan hipotik. Adrian
Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Sinar Grafika, 83), him. $1-82.

7 Soetaryo Sigit dalam Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, him. 63.
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regulasi indische mijawet (Staatblad 1899-214). Indische Mijnwet hanya
mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan
pertambangan.®

3. Perkembangan pada Periode (1942-1949)

Menyerahnya tentara Belanda kepada tentara Jepang pada tanggal
g Maret 1942 menandai berakhimya kekuasaan Hindia Belanda atas
Indonesia. Selama Jepang mengambil alih, indische minjwet otomatis
tidak berlaku, sebab semua kebijakan mengenai pertambangan termasuk
operasi minyak berada di tangan komando militer Jepang. Orang-orang
Jepang mengusahakan pertambangan lebih keras lagi ketimbang Belanda.
Sehingga Jep-ang berhﬁsil mengembangkan potensi pertambangan
Indonesia.”

Pada bulan Agustus 1945, perang pasifik usai, disusul dengan
perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga 1949. Selama
dalam kurun waktu itu tidak banyak yang dilakukan di sektor
pertambangan.  Sementara, pemerintah  Netherlands  Indies Civil
Adimistration (NICA) yang berhasil menguasai Pulau Jawa, dan

membuka kantor Dienst Van Den Mijnbouw di Bandung. Pada tanggal 27

® Indische Mijawet hanya mengatur pokok-pokok persoalan pertambangan saja, sehingga
kolonial Belanda mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa Mijnordonnantic yang diberlakukan
mulai 1 Mei 1907. Mijonordonnantie mengatur pula mengenai Pengawasan Keselamatan Kerja.
Kemudian pada tahun 1930 Mijnordopnantic 1907 dicabut dan diperbaharui dengan
Mijnordonnantie 1930 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930, Dimana isinya tidak lagi mengatur
Pengawasan Kesclamatan Kerja Pertambangan, tetapi diatur tersendiri dalam Mija Politie
Reglemen (Staatblad 1930 No. 341). Lihat bid, him. 64,

5 pertambangan Batu Bara diusahakan di daerah Kalimantan Selatan, sebagian lagi di
berbagai lokasi di Jawa Barat. Bahkan Jepang mengusghakan pertambangan tembaga di Tirtomoyo
(Jawa Tengah), Sangkaropi (Sulawes Selatan) Timbulun (Sumatera Barat), Bijih Besi di
Lampung, Biji mangan di Pulau Doi, dan Bauksit di Kalimantan Barat. Lihat ibid., him. 67.
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Desember 1949 berlangsung secara resmi penyerahan kedaulatan dari
pihak Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada tanggal
17 Agustus 1950 RIS dilebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia

(NKRI),

. Perkembangan pada Periode (1950-1966)

Perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia selama Kurun
waktu 1950-1966 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik
dalam negeri yang ditandai dengan banyak ketegangan dan pergolakan.
Ketidaksetabilan politik tidak memungkinkan dilaksanakanya usaha
pembangunan yang berkelanjutan. Pemberontakan bersenjata timbul di
berberapa daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dewan Konstituante
yang dibentuk menyusun Undang-undang Dasar baru, tidak berhasil
menyelesaikan tugasnya karena tidak dapat memutuskan dasar negara.
Akhimya Konstituante dipaksa berhenti dan dibubarkan dengan Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 sekaligus kembali ke UUD 1945."°

Setelah pcnyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia
masalah pengawasan atas usaha pertambangan timah dan minyak bumi
yang masih dikuasai modal Belanda dan modal asing lainya merupakan isu
politik yang sangat peka. Oleh karena itu, pada bulan Juli 1951 anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Mr. M. Hasan dan kawan-

kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil

10 rhid , him. 68.
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langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan pengawasan usaha
pertambangan di Indonesia.

Isi Mosi:
1) Membentuk suatu komisi negara urusan pertambangan dalam jangka
waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:

a. Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah batu
bara, tambang emas atau perak dan bahan mineral lainya di
Indonesia

b. Mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia
yang disesuaikan dengan keadaan

c. Mencari pokok-pokok  pikiran bagi Pemerintah untuk
menyelesaikan atau mengatur pengolahan minyak di Sumatra
khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain.

d. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai setatus
Pertambangan Indonesia.

e. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai penetapan
pajak dan penetapan harga minyak

f. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber
penghasilan negara.

2) Menunda segala pemberian izin, konsensi, eksplorasi maupun
perpanjangan izin-izin yang sudah habid waktunya, selama menunggu
hasil pekerjaan panitia negara urusan pertambangan.'’

Menanggapi mosi parlemen ini, panitia negara yang dibentuk
pemerintah berhasil memepersiapkan naskah Rancangan Undang-Undang
(RUU) Pertambangan pada awal tahun 1952. Akan tetapi karena silih
bergantinya kabinet, RUU tersebut tidak pernah disampaikan kepada
DPRS. Namun demikian, Pemerintah dapat menerbitkan Undang-undang
Nomor 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak Pertambangan.
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tersebut termuat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 1959. Bedasarkan undang-undang tersebut,
maka semua hak pertambangan yang terbit selama tahun 1949 yang

selama ini belum juga dikerjakan dan diusahakan kembali, ataupun masih

Y 1hid, him. 69.
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penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pascatambang.”
C. Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor 04
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Bata Bara
1. Hak Pengelolaan Barang Tambang

Hak pengelolaan berasal dari bahasa Belanda behcersreht yang
berarti hak penguasaan.’’ Hak penguasaan ini diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 8 tahun 1953 tentang hak penguasaan tanah-tanah
negara. Dalam PP. tersebut pada prinsipnya dipergunakan istilah hak
penguasaan yang berisikan:

a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut.
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
c. Menerima uang pemasukan ganti rugi atau vang wajib tahunan.”

Hak penguasaan atas tanah dipergunakan untuk diri sendiri yang
dikonversikan menjadi hak pakai. Pada prinsipnya dapat digunakan din
sendiri, tanah tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga, maka hak
penguasaan tersebut dikonversikan menjadi hak pengelolaan.”

Pemegang hak pengelolaan diberikan wewenang untuk.

1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.

2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

2 Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. . Ayat 1.
:: Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 148.
1bid.
9 rbid. him. 149. Bandingkan G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan di Indoresia, cet. 11
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 60. .



58

3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan hak pakai berjangka waktu 6 (enam) tahun.
4) Menerima uang pemasukan atau ganti rugi atau uang wajib tahunan.™
Hak penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam (SDA)
tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa,
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran
rakyat.”' Kata-kata dikuasai oleh negara yang terdapat dalam pasal 33 ayat
- 3UUD 1945 tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasanya, sehingga
memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan
pengertianya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka
terlebih dahulu dilakukan penafsiran secara etimologis. Dikuasai oleh
negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara menguasai atau
penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai ialah
berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan
pengertian kata penguasaan berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau
mengusahakan.
Implikasi dari pasal 33 ayat 3 UUD 195 adalah: Pertama, negara
menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (bahan

galian) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak

% Supriadi, Hukum Agraria, him. 150.

31 UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

32 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Tl (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), him. 533.
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negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang
didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat® Hak
penguasaan negara selain berisi wewenang dan mengatur, mengurus dan
mengawasi pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam yang ada,
juga berisi kewajiban untuk mempergunakanya bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 4:

Ayat 1. Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak

terbarukan merupakaan kekayaan nasional yang dikuasai oleh

negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 2. Penguasaan minera! dan batu bara oleh negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau

Pemerintah daerah.*

Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan
konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat.
Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurusi dan
mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi
kewajiban untuk mempergunakanya sebesar-besarmnya kemakmuran rakyat.
Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap
pengelolaan dan penggunaan sumber daya nasional.®

Penguasaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:

a. Inventarisasi

L

13 john Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), him.

70
3 Undang-Undang No. 4/ 2009 Temang Minerba, Pasal. 4.
3 A brar Saleng, Hukum Pertambangan, him. 31-32.
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b. Penyelidikan dan penelitian
¢. Pengaturan
d. Pemberian izin
e. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan bahan galian dan wilayah
hukum pertambangan Indonesia.
2. Subjek dan Objek Hak Pengelolaan Barang Tambang
Secara yuridis formal pengaturan tentang hak pengelolaan dalam
peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 tentang ketentuan-
ketentuan mengenai penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan dan
peraturan -Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara
permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas tanah. Bagian-bagian
tanah Hak pengelolaan serta pendafiaran tanah. Selain peraturan nomor 9
tahun 1969, pemberian bidang usaha yang terdapat dalam peraturan
Menteri Agraria mempergunakan hak pengelolaan diatur dalam pasal 2
ayat | dinyatakan bahwa:
Dengan mengingat bidang usaha, keperiuan dan pensyaratannya yang
ditentukan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, kepada
perusahaan dapat diberikan sesuatu hak atas tanah negara sebagai
berikut: (a) jika perusahaannya berbentuk badan hukum: hak
pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; (b)
jika perusahaanya merupakan usaha perorangan dan pengusaha
berkewarganegaraan Indonesia: hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, dan hak pakai.’
Kewenangan pengelolaan pertambangan sebelum Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan

3 Supriadi, Hukum Agraria, him. 150.
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b. Penggolongan bahan-bahan galian.

c. Sifat dari perusahaan pertambangan.

d. Konsensi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha
pertambangan diberikan berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP)."”

Pengusahaan barang tambang dilakukan dengan bentuk di
antaranya sebagai berikut:

a. Kontrak Karya (KK)."°
b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
c. Kontrak Production Sharing.

6. Periode 1967- 2009 sampai sekarang

Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya mempengaruhi
dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi
daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah
perubahan pada bidang usaha pertambangan.

Atas dasar tuntutan dinamika perkembangan, pemerintah
memperbaharui UUPP tahun 1967 dengan Undang-undang No. 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UU No. 4 tahun 2009
tersebut telah memuat beberapa perubahan yang cukup mendasar yang

penting di antaranya dihapuskannya sistem kontrak karya (KK} dan diganti

'S Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan.

16 K ontrak Karya (KK) adalah suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan
perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan
hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka
waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak
Innominoat di Indonesia, cet. 11 {Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 63.
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dengan sistem perizinan pertambangan.'” Pengusahaan barang tambang
pada periode 2009 berbentuk perizinan di antaranya. Pertama, Izin Usaha
Pertambangan ([UP). Kedua, Izin Usaha Pertambangan Khusus. Ketiga,

Izin Pertambangan Rakyat (IPR).'S

B. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Mineral adalah bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth,
kaleng, logam putih, seng, besi, sulpida, khrom, mangan, tangstan,
molybc_lenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu
bara mudah, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu tahu, barit, alunit,
flor, asbes, dan lain-lain."

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 ayat (2);

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbemtuk di alam, yang

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau

gabunzganya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu.

Definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
pertambangan mineral dan batu bara, masih umum dan sangat singat.
Sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengertian
mineral. Pengertian Mineral termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batu Bara Pasal 2 ayat 2.

17 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, him. 130-131.

18 Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba. Pasal.35.

9 galim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, him. 41,

20 ndang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 2.
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Ayat 2. Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud,

dikelompokan ke dafam (5) lima golongan komoditas tambang:

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan
bahan galian radioaktif lainya;

2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium,
kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan,
platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium,
barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium,
galium, indium, yitrium, magnatit, besi, galena, almuina, niobium,
zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yiterbium, dysprosium, thorium,
cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium,
aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium,
selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin.

3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir
kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, kler, belerang, fosfat, halit,
asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire caly,
zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang,
pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam
batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah
diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro,
peridotit, basalt, trakhit, eusit, tanah liat, tanah urug, batu apung,
opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoparse, kayu
terkerisikan, granet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry
besar, krikil galian dan bukit, krikil sungai, batu kali, krikil sungai
ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, krikil berpasir alami
(sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat,
tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak
mengandung unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang
berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

5. Batu bara meliputi bitumen padat, aspal, batu bara dan gambut.”

Sedangkan pengertian Batu Bara adalah suatu campuran padatan yang
heterogen dan terdapat dalam alam tingkat (grade) yang berbeda dari lignit,

. . .
subbitumine, antarasit.

Pengertian batu bara dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tercantum dalam pasal | ayat 3.

2 pp. No. 23 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

Bara Pasal 2 ayat (2).
22 Galim HS, Hukum Pertambangan, hlm. 217,
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Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk
secara alamiyah dari sist tumbuh-tumbuhan.?

Batu Bara dapat digolongkan menurut kualitasnya dan sifatnya.
Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya merupakan penggolongan
yang didasarkan pada tingkat baik atau burukn}a mutu batu bara tersebut.
Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua macam,
yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. Batu bara yang kualitasnya tinggi
merupakan batu bara yang nilai kalorinya di atas 5.000 kkal’kg. Sementara
jtu, batu bara yang kualitasnya rendah adalah batu bara yang nilai kalorinya di
bawah 5.000 kkal’kg. Sedangkan, penggolongan batu bara berdasarkan
sifatnya merupakan penggolongan batu bara dari ciri khas atau sifat yang ada
pada batu bara tersebut. Batu bara menurut sifatnya dibagi menjadi tiga
macam, yaitu antrasit, bitumine ataw subbitumine dan lignit (brown cool).*
Perbedaan kualitas batu bara akan berpengaruh pada nominal royalti yang
harus dibayarkan kepada negara.

Sedangkan pengertian pertambangan merupakan usaha untuk menggali
berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.”> Menurut UU.
Nomor 4 tahun 2009, pertambangan adalah;

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

2 {jndang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 3,

2 gifat batu bara anfrasit adalah 1. Wamna hitam mengkilat, kompak; 2. Nilai kalori sangat
tinggi, kandungan karbon sangat linggi; 3. Kandungan air sangat sedikit; 4. Kandungan abu sangal
sedikit; 6. Kandungan sulfur sangat sedikit. Sifat batu bara bitumine’ subbitumine adalah Y. Warna
hitam mengkilat, kurang kompak; 2. Nilai kelori tinggl, kemudian karbon sangat tinggi; 3.
Kandungan air sedikit; 4. Kandungan abu sedikit; 5. Kandungan sulfur sedikit. Dan yang terakhir
sifat batu bara /ignit adalah 1. wama hitam, sangat rapuh; 2. Nilai kalori rendah, kandungan
karbon sedikit; 3. Kandungan air tinggi; 4. Kandungan abu banyak; 5. Kandungan sulfur banyak.
1ihat Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, hlm. 218,

2 fbid, him. 7.
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dalam taraf permulaan pengusahaan dan tidak menunjukkan kesungguhan,
semuanya dibatalkan. Ditetapkan pula dalam undang-undang ini, sambil
menunggy undang-undang pertambangan yang baru, maka atas daerah-
daerah yang akibat pembatalan tadi menjadi bebas, artinya dapat
dimohonkan dan diterbitkan hak pertambangan  yang baru dengan
ketentuan hak tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan negara
dan atau daerah Sumantra.'?

Pada tahun 1960 pemerintah menerbitkan suatu peraturan
pemerintah pengganti undang-undang nomor 44 tahun 1960 tentang
pertambangan minyak dan gas bumi. Peraturan tersebut mengakhiri
berlakunya Indische Mfjnwel 1899 yang dinilai tidak selaras dengan cita-
cita kepentingan nasional dan Undang-undang pertambangan tahun 1960.

Dalam undang-undang tahun 1960, mengizinkan pemerintah
menarik modal asing untuk berkerja sama mengembangkan bidang
eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak berdasarkan pola
production  sharing contrac”® Hal tersebut dibuktikan dengan
ditandatanganinya sebuah kesepakatan pada tanggal 1 Juni 1963 dimana
ada perjanjian perusahaan negara dengan perusahaan asing.

5. Periode 1966 — 1967
Periode ini oleh Soetaryo Sigit disebutnya sebagai babak baru

dalam kebijakan ekonomi dan berkembangan pertambangan di Indonesia.

12 1bid,
11 gontrak production sharing adalah kerja sama antara pertamina dan kontraktor untuk

melaksanakan usaha eksplorasi dan cksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip
pembagian hasil produksi. Lihat Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, cet. 11 {Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2008), him. 305.
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Hal ini diawali dengan ditetapkanya Ketetapan MPRS No. XXIII/ MPRS/
1966 tentang pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan dan
pembangunan. Ketetapan MPRS memuat beberapa hal yang terkait dengan
bidang pertambangan, antara lain sebagai berikut:

a. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan
diotah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi.

b. Potensi modal, teknologi dan keahlian di luar negeri dapat
dimanfaatkan untuk penanggulangan kemrosotan ekonomi serta
pembangunan Indonesia.

c. Dengan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri, periu segera
ditetapkan undang-undang mengenai mozlal asing dan modal domestik.

Berdasarkan ketetapan MPRS di atas, disusunlah RUU tentang

Penanaman Modal Asing, kemudian diundangkan menjadi Undang-

undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Untuk

menyesuaikan kebijakan baru dalam perekonomian, khususnya mengenai
usaha pertambangan tidak mungkili dilaksanakan tanpa mengganti

Undang-undang Pertambangan tahun 1960. Atas dasar itu, terbitlah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

pokok Pertambangan atau UUPP 1967."

UUPP 1967 memuat beberapa prinsip-prinsip pokok yang berbeda

dengan [ndische Mijnwet.
a. Penguasaan SDA oleh negara sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

14 A brar Saleng, Hukum Pertambangan, him. 71-72.
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b. Penggolongan bahan-bahan galian.

c. Sifat dari perusahaan pertambangan.

d. Konsensi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha
pertambangan diberikan berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP)."”

Pengusahaan barang tambang dilakukan dengan bentuk di

antaranya sebagai berikut:
a. Kontrak Karya (KK)."
b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
c. Kontrak Production Sharing.
6. Periode 1967- 2009 sampai sekarang
Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya mempengaruhi
dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi
daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahimya sejumlah
perubahan pada bidang usaha pertambangan.
Atas dasar tuntutan dinamika perkembangan, pemerintah

memperbaharui UUPP tahun 1967 dengan Undang-undang No. 4 tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UU No. 4 tahun 2009

tersebut telah memuat beberapa perubahan yang cukup mendasar yang

penting di antaranya dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) dan diganti

15 yndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan. '
(KK) adalah suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan

16 Kontrak Karya
rusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan

pe H * »

hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka
waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak
Innominoat di Indonesia, cet. 11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 63.



B. Pengertian Perta

dengan sistem perizinan pertambangan.'” Pengusahaan barang tambang

pada periode 2009 berbentuk perizinan di antaranya. Pertama, Izin Usaha

Pertambangan (IUP). Kedua, Izin Usaha Pertambangan Khusus. Ketiga,

{zin Pertambangan Rakyat (IPR)."®

mbangan Mineral dan Batu Bara
Mineral adalah bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth,

kaleng, logam putih, seng, besi, sulpida, khrom, mangan, tangstan

molybdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu

bara mudah, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu tahu, barit, alunit,

flor, asbes, dan lain-fain.””

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 ayat (2);

dalah senyawa anorganik yang terbentuk di
. o alam,

fat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratury;naﬁ
embentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau

Mineral a
memiliki si
gabunganya yang m
padu.

Definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang

pertambangan mineral dan batu bara, masih umum dan sangat singat

Sehingga diperlukan penjelasan yang febih rinci mengenai pengertian

mineral. Pengertian Mineral termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batu Bara Pasal 2 ayat 2.

Hukum Pertambangan, him. 130-131.

18 Jndang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba. Pasal.35.

19 Galim HS, Hukum Pertambangan di indonesia, him. 41.

2 Undang-Uﬂda“S No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 2.

17 pdrian Sutedis
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Ayat 2. Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud,

dikelompokan ke dalam (5) lima golongan komoditas tambang:

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, wranium, monasit, dan
bahan galian radioaktif lainya;

5 Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium,
kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan,
platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium,
barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium,
galium, indium, yitrium, magnatit, besi, galena, almuina, niobium,
Zzirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium,
cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium,
aluminium, palladivm, thodium, osmium, ruthenium, iridium,
selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin.

3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir
kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit,
asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire caly,
zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang,
pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam
batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah
diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro,

eridotit, basalt, trakhit, eusit, tanah liat, tanah urug, batu apung,
opal, kalsedon, chert, Kristal Kkuarsa, jasper, krisoparse, kayu
terkerisikan, granet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry
besar, krikil galian dan bukit, krikil sungai, batu kali, krikil sungai
ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, krikil berpasir alami
(sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat,
tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak
mengandung UNsure mineral bukan logam dalam jumlah yang
berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

5. Batu bara meliputi bitumen padat, aspal, batu bara dan gambut.”'

Sedangkan pengertian Batu Bara adalah suatu campuran padatan yang
heterogen dan terdapat dafam alam tingkat (grade) yang berbeda dari lignit,
subbitumine, antarasit.”

Pengertian batu bara dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

tentang Pertambangarn Mineral dan Batu Bara tercantum dalam pasal 1 ayat 3.

21 pp. No. 23/ 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

2 ayat (2)-
Bara Pasal 2 ayd um Pertambangan, htm. 217. .

n Salim HS! Huk
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Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk
secara alamiyah dari sisi tumbuh-tumbuhan.”

Batu Bara dapat digolongkan menurut kualitasnya dan sifatnya.
Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya merupakan penggolongan
yang didasarkan pada tingkat baik atau buruknya mutu batu bara tersebut.
Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua macam,
yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. Batu bara yang kualitasnya tinggi
merupakan batu bara yang nilai kalorinya di atas 5.000 kkal/kg. Sementara
jtu, batu bara yang kualitasnya rendah adalah batu bara yang nilai kalorinya di
bawah 5.000 kkalkg. Sedangkan, penggolongan batu bara berdasarkan
sifatnya merupakan penggolongan batu bara dari ciri khas atau sifat yang ada
pada batu bara tersebut. Batu bara menurut sifatnya dibagi menjadi tiga
macam, yaitu anfrasit, bitumine atau subbitumine dan lignit (brown cool).?*
Perbedaan kualitas batu bara akan berpengaruh pada nominal royalti yang
harus dibayarkan kepada negara.

Sedangkan pengertian pertambangan merupakan usaha untuk menggali
berbagai potcnsi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.?® Menurut UU.
Nomor 4 tahun 2009, pertambangan adalah;

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

23 | jndang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 3.
24 Gifat batu bara antrasit adalah 1. Warna hitam mengkilat, kompak; 2. Nilai kalori sangat
tinggi, kandungan karbon sangal tinggi; 3. Kandungan air sangat sedikit; 4. Kandungan abu sangal

sedikit; 6. Kandungan sulfur sangat sedikit, Sifat batu bara bitumine/ subbitumine adalah 1. Warna
hitam mengkilat, kurang kompak; 2. Nilai kalori tinggi, kemudian karbon sangat tinggi; 3.
K andungan air sedikit; 4. Kandungan abu sedikit; 5. Kandungan sulfur sedikit. Dan yang terakhir
sifat batu bara lignit adalah 1. warna hitam, sangat rapuh; 2. Nilai kalori rendah, kandungan
rarbon sedikit; 3. Kandungan air tinggi; 4. Kandungan abu banyak; 5. Kandungan sulfur banyak.
Lihat Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, him. 218,

25 1bid, him. 7.
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penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pascatambang.”®

C. Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor 04
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
1. Hak Pengelolaan Barang Tambang
Hak pengelolaan berasal dari bahasa Belanda beheersreht yang
berarti hak penguasaan’’ Hak penguasaan ini diatur dalam peraturan
pemerintah pomor 8 tahun 1953 tentang hak penguasaan tanah-tanah
negara. Dalam PP. tersebut pada plrinsipnya dipergunakan istilah hak
penguasaan yang berisikan:
a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut.
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
c. Menerima uang pemasukan ganti rugi atau uang wajib tahunan.?®
Hak penguasaan atas tanah dipergunakan untuk diri sendiri yang
dikonversikan menjadi hak pakai. Pada prinsipnya dapat digunakan diri
sendiri, tanah tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga, maka hak

penguasaan tersebut dikonversikan menjadi hak pengelolaan.”’

Pemegang hak pengelolaan diberikan wewenang untuk.

1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.

2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperiuan pelaksanaan tugasnya.

26 ndang-Undang No- 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 1.
27 gypriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 148.

28 rh:
fbid
» rbid, him. 149 Bandingkan G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan di Indonesia, cet. 1l

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), him. 60,
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3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan hak pakai berjangka waktu 6 (enam) tahun.

4) Menerima uang pemasukan atau ganti rugi atau uang wajib tahunan.®

Hak penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam (SDA)
tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa,
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.’' Kata-kata dikuasai oleh negara yang terdapat dalam pasal 33 ayat
3 UUD 1945 tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasanya, sehingga
memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan
pengertiarnya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka
terlebih dahulu dilakukan penafsiran secara etimologis. Dikuasai oleh
negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara menguasai atau
penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai ialah
berkuasa atas (sesuatu), mf:megang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan
pengertian kata penguasaan berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau
mengusahakan.32

Implikasi dari pasal 33 ayat 3 UUD 195 adalah: Pertama, negara
menguasai pumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (bahan
galian) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak

30 Gupriadi, Hukum Agraric, him. 150.

31 YUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.
32 pyepartemen pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 11 () :

Balai Pustaka, 1995), him. 533.
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negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang
didasarkan pada organisasi kekuasaan dari sclurub rakyat.” Hak
penguasaan negara selain berisi wewenang dan mengatur, mengurus dan
mengawasi pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam yang ada,
juga berisi kewajiban untuk mempergunakanya bagi sebesar-besamya

kemakmuran rakyat.
Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 4:

Ayat 1. Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak
terbarukan merupakaan kekayaan nasional yang dikuasai oleh
negara untuk sebesar-besamnya kemakmuran rakyat.

Ayat 2, Penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau

Pemerintah daerah.**

Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan
konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat.
Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurusi dan
mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi
kewajiban untuk mempergunakanya sebesar-besarmnya kemakmuran rakyat.
Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap
pengelolaan dan penggunaan sumber daya nasional.*®

Penguasaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:

a. Inventarisasi

i70

33 john Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), him.

% Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 4.
35 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, him. 31-32.
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b. Penyelidikan dan penelitian

¢. Pengaturan

d. Pemberian izin

e. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan bahan galian dan wilayah

hukum pertambangan Indonesia.

. Subjek dan Objek Hak Pengelolaan Barang Tambang

Secara yuridis formal pengaturan tentang hak pengelolaan dalam
peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 tentang ketentuan-

ketentuan mengenai penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan dan

peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara

permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas tanah. Bagian-bagian

tanah Hak pengelolaan serta pendaftaran tanah. Selain peraturan nomor 9
tahun 1969, pemberian bidang usaha yang terdapat dalam peraturan

Menteri Agraria mempergunakan hak pengelolaan diatur dalam pasal 2

ayat 1 dinyatakan bahwa:

Dengan mengingat bidang usaha, keperluan dan pensyaratannya yang
ditentukan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, kepada
perusahaan dapat diberikan sesuatu hak atas tanah negara sebagai
berikut: (a) jika perusahaannya berbentuk badan hukum: hak
pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; (b)
jika perusahaanya merupakan usaha perorangan dan pengusaha
berkewarganegaraan Indonesia: hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan, dan hak pakai.”

Kewenangan pengelolaan pertambangan sebelum Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan

36 gupriadi, Hulunt Agraria, hlm. 150.
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pengelolaan  dilakukan oleh pemerintah pusat’’ Namun, setelah
berlakunya undang-undang  Pemerintahan Daerah  kewenangan
pengelolaan diberikan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau
kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenanganya.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan
mineral dan batu bara dijelaskan tentang Kewenangan Pertambangan

Mineral dan Batu Bara. Kewenangan tersebut diatur secara rinci dari mulai

pasal 6 - 8.
Pengertian usaha pertambangan sesuai dengan UU. No. 4 tahun 2009

tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 1 ayat 6;

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan
mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pcngelolaasn dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan , serta pasca
tambang.’

Qalah satu unsur Yyang sangat esensial dalam pengelolaan

pertambangan adalah subjek hukum dan objek hukum. Pengertian subjek

hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi

pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu

hukum subjek hukum berarti orang. Dengan demikian subjek hukum

memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan

atau dibenarkan oleh hukum. Subjek hukum bisa berbentuk orang atau

ala rmacam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang
netapan izin usaha pertambangan dan lain-lain yang berwenang memberikan
Sumber Daya Mineral. Lihat Salim HS, Hukum Pertambangan

17 Gentralistik jalah seg

berkaitan dengan pe .
izin adalah Menterl Energi dan

him. 50.
3 {pdang-Undang No.

&/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1 (6).
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badan hukum.>® Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah
segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi
objek dalam suatu hubungan hukum. Istilah objek hukum juga disebut
sebagai benda.*®

Dengan demikian pengertian subjek hukum hak pengelolaan barang
tambang adalah seseorang atau badan hukum yang diberikan hak
pengelolaan pertambangan. Sedangkan objek hukum hak pengelolaan
pertambangnya adalah barang tambang.

Subjek hukum hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara
ada dua pihak yaitu pihak bemerintah (negara) dan pihak lain (bisa
berbentuk BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi,
Perseorangan).‘” Keduanya memiliki peran yang penting, tanpa adanya
pemerintah dan pihak lain otomatis tidek ada hak pengelolaan

pertambangan. Namun demikian subjek hukum tersebut mempunyai peran

yang berbeda.

Pemerintah  (negara) memiliki kewenangan hak pengelolaan
pertambangan pada bidang pembuatan regulasi atau suatn kebijakan
tentang pertambangan. Sedangkan pihak lain (bisa berbentuk BUMN,
BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan) sebagai pelaku
pengusahaan pertambangan secara langsung. Bentuk-bentuk pengusahaan

barang tambang adalah sebagai berikut:

39 Marwan Mas, Penganiar Iimu Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004}, him. 28.
© rbid.. him. 30. Bandingkan C.S.T. Kansil, Pengantar flmu Hukum dan Tata Hukum

[ndonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 85.
4 Undang-Undang No. 4/ 2009 Teniang Minerba, Pasal. 33.
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a. Sistem Perizinan
Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebelum
Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 menggunakan model Kuasa
Pertambangan atau kontrak karya (KK). Namun setelah Undang-

undang Nomor 4 ini disahkan pengusahaan barang tambang

dilaksanakan dalam bentuk perizinan.*’ Bentuk perizinan yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengertian TUP sendiri tertuang dalam pasal 1 IUP adalah Izin
untuk melakasanakan usaha pertambangan. IUP terdiri dari dua
tahapan. Pertams, JUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan
penyelidikan umum. Eksplorasi, dan studi kelayakan.

Jangka waktu pemberian [UP Eksplorasi tertuang dalam pasal

42 UU. Mnerba.

1. [UP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dan batu
bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8
(delapan) tahun.

2. [UP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam
dapat diberikan paling lama jangka waktu 3 tahun dan
minera! bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam
jangka waktu paling lama 7 tahun.

3. TUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

4. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun e

Kedua, VUP operasi produksi yang meliputi kegiatan

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta

Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 34.
Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal 42.

41 Unda"g_
43 Undang'_
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pengangkutan dan penjualan. [UP operasi produksi merupakan

kelanjutan dari TUP Eksplorasi, sehingga setipa pemegang [UP

Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi.
Jangka waktu pemberian [UP operasi produksi untuk

pertambangan mineral logam dan bukan logam dapat diberikan

dalam jangka waktu sebagai berikut:

1. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun
dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

2. [UP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan
fogam dapat diberikan dalam jangka waktu paling jama 10
tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

3. TUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan
jogam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu
paling fama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali

masing-masing 10 tahun.

4. 1UP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat
diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

5. TUP operasi produksi untuk pertambangan batm bara dapat

diberikan dalam jangka wakfu paling lama 20 tahun dapat
diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.“

Dalam pemberian IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi ada

batasan Juas wilayah usaha pertambangan.

pemegang 1UP eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin
usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 5.000 hektare
dan paling banyak 100,000 hektare.”

Pasal 52 ayat | ini merupakan pasal yang diajukan oleh

Pemohon yang bernama Fatriyansyah Karya dan Fahrizan ke

Mahkamah Konstitusi untuk divji materil. Atas permohonan

44 4/ 2009 Teniang Minerba, Pasal. 47.
Undan, _Undang No. .
s U:: dang- Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 52.
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pemohon, maka Mahkamah Konsitusi memberikan putusan pada

hari Senin, 4 Juni 2012 putusannya yaitu menyatakan pasal 52 ayat

{ sepanjang frase “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu)

hektare dan” Undang-undang No. 4/ 2009 tentang pertamban,
gan

dan batu bara bertentangan dengan UUD 1945 36

Dengan demikian pasal 52 ayat 1 berubah menjadi: “Pemegang

IUP eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha

rtambangan dengan juas paling banyak 100.000 hektare™

n Usaha plertambangan pada pasal 53 tetap berlaku

pe
wilayah 1zi

sebagai patokan pada [UP operasi prduksi.
rasi produksi mineral logam wilayah izin

pemegang [UP op°
usaha pertambangan dengan luas paling luas 25.000 hektare ol

Selain pasal 52 ayat | Mahkamah Konstitusi juga menguji lagi

| 55 ayat 1 dan memberikan putusuan sepanjang frase “dengan

pasa
kit 500 (lima ratus) hektar dan” Undang-undang

juas paling sedi
4/ 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara

ganUUD 194

No.

pertentangan de 5.5
pemegans upP eksplorasi mineral bukan logam diberi wilayah

jzin usaha pertambangaﬂ dengan luas paling sedikit 500 hek;

dan paling banyak 25.000 hektare.® fe

46 Konstitusi No. Perkara. 25/PUU-VIIV 2010 tentan o

Putusan Makha'"ﬂh : g Pengujian U

Undang No. 4 taht7 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Und g_U":m‘gg-
rba, Pasal. 53.

Dasar 1943 9 Tentang Mine
Undang VO 4/ 200 erkara.
30/PUU-VI "
I/ 2019 tentang Pengujian Undang-

41 Undang'Makhamah Konstitusi No.b " ineral d
pertambangai ineral dan Batu Bara terhada
p Undang-Unda
ng

48 pytusan
hun 2009

o 412
Dasal 1945 Undang No. 4/

tentans
2009 Tentan Minerb

a, Pasal 35.
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Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi pasal 55 ayat 1

berubah menjadi: “Pemegang JUP eksplorasi mineral bukan logam

diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak

25.000 hektare”. Selain pasat 55 ayat | Mahkamah Konsitusi juga

menguji pasal 61 ayat 1 yang intinya membuang batas minimal

wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sementara, pasal-pasal

yang mengenai WIUP pada saat ini yang masih berlaku adalah

sebagai berikut:

P operasi produksi mineral bukan logam

Pemegang -‘U
saha pertambangan dengan luas paling banyak

diberikan izin Y
5.000 hektare.”
pemegang TUP eksplorasi mineral batuan diberi wilayah izin
usaha pertambangan denganﬂluas paling sedikit 5 hektare dan

valing banyak 5.000 hektare.

erasi produksi mineral batuan diberi wilayah

pemegang IUP P
pangan dengan luas paling banyak 1.000

izin usall}a pertam
hektare.”
UP operasi produksi batu bara diberi wilayah izin

pemegans |
tambangan dengan luas paling banyak 15.000

usaha
hektare.%e

2) Izip pertambangant Rakyat (EPR)

pengertian dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin

ok melaksanakan usaha pertambangan dalam  wilayah

rtambangan rakya
kan oleh Bupati atau Walikota kepada penduduk

{ dan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR

pe
ini diberi
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setempat, baik perorangan maupun ketompok masyarakat atau -
]

koperasi.* Jangka waktu pemberian IPR tersebut paling lama 5

tahun dan dapat diperpanjang.
g diberikan oleh pemerintah adalah: é ‘I

Luas wilayah yan

paling banyak 1 hektare.

a. Perseorangan
b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 hektare.
ak 10 hektare.”

c. Koperasi paling bany

3) Izin Usaba Pertambangan Khusus JUPK)
Jzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha

pcnambangan khusus. JTUPK ini diberikan oleh seorang Menteri.

nteri yang dimaksud adal

s izin ini khusus untuk pertambangan logam dan batu

Me ah Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral. Jeni
bara. [UPK ini diberikan kepada badan usaha yang berbadan
hukum fndonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah maupun badan usaha milik swasta.”®

geperti halnya IUP: dalam pengusahaan barang tambang terdiri

dari dua tahapan-

K Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,

1. IUP

cksplorasi dan studi kelayakan.
2. JUPK OperaSi
pcngolahan dan pemurnian serta pengangkutan

Produksi meliputi kegiatan konstruksi p

penambangat
dan penjualan.
009 Tenlang Minerba. Pasal. 67.
Minerba, Pasal. 68. u

No. 4
54 {ndang- Undang " 1 2009 Tentan8
55 Undang: Uﬂd"dag ;{z: 4/ 2009 Tentarg Minerba, Pasal. 75 ayat 2.
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Batasan luas wilayah dan jangka waktu dalam IUPK adalah

sebagai berikut:

a. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegi
X giatan  eks i
pertambangan mineral Jogam diberikan dengan ]:asplolr_as :
banyak 100.000 hektare. paling
b. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi
pertambangan mineral logam diberikan dengan luas palin
banyak 25.000 hekiare. E
c. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplotasi
gan batu bara diberikan luas paling banyak

pertamban
50.000 hektare.

d. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiam operasi .
pertambangan batu bara diberikan dengz ul.af rc;,il[‘il:lm
banyak 15.000 hektare. g

e. Jangka W [UPK Eksplorasi pertambangan ;
logam dapat diberikan paling lama 8 tahun. gan. mineral

f Jangka waktu TUPK eksplorasi pertambangan batu bara

-dapat diberikan paling lama 7 tahun.

Jangka waktu iU?K pperasi produksi mineral logam dan

patu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat
57

diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

aksanaan pengelolaan barang tambang dengan

Mekanisme pel
cara pihak yang ingin mengelola usaha pertambangan harus melalui
izin pcmerintﬂh» dimana pihak terscbut mengajukan semacam

Namun, pemerintah menetapkan wilayah izin usaha

UP atau WIUPK) terlebih dahulu dan melielang

P
itu pemerintah bisa memberikan izin hak

58 p: . . .
pengelotadt pertambangaf- pihak-pihak yang ingin mengikuti lelang
baik berupa adimistratif, teknis dan

harus memenuhi persyaratan

. 59
finansial-

nerba, Pasal. 83.

09 Tentang Mi o
jaksanaan Kegtatan Usaha Pertambangan Mineral

4/ 20
51 {ndang-Undons No.
* PP RI'.'gNornor. 23 tahun 2010 Tentang Pe

Batu Bara Pasal 10.

% 1pid, Pasal 13-
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Tabel 01
Bentuk Perizinan Pengusahaan Barang Tambang
-
Faktor TUP . IPR TUPK
Pemberi Lzin 1. Bupatl 6(:}uau Bupati Menteri
Walikota
5. Gubernur”
3. Mentcri62
Penerima [zin 1. Badan Usaha 1. Perseorangan | I. BUMN
2. Koperasi 2. Kelompok 2. BUMD
3. Perseorangad 3. Koperasi 3. Badan
Usaha
— _ Swasta
[zin OperaSi Ada Tidak ada Ada
produksi (ditarabah
dengan
investasi
| saham
| renis | Maksimal 5 i
ktu Usaha Tergantung Jenis ima B Maksimal
Wa matrial yang tﬁfhlm dan bisa | 20 tahun dan
diproduksi diperpanjang bisa
diperpanjang
2 kali.
Masing-
masing 10
T tahun
@M@p Luss
Contoh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan
antara lain
i donesia
1y Frocport s Tenggar? . L 1 ® Masi ,
2) Newmm( 4i Bangke Belitung. MaSlh. banyak lagi perusahaan
3) pr. Tim o baik dalam negeri fi}aupun asing, dan m§§ih banyak lagi
pcm;glhbaﬂgﬂ tambangan paik milik negara maupun milik swasta.

ma pertambangan

(WIUP) berada di dalam satu wilayah

paten/ kota dalam satu provinsi setelah

60 Apabtla 1ayah Kaby
ten/ Kota: lintas Wiy 2
%PaApabila v ngﬁ?‘zrfag:pmil walikota setempat Sosual dengan ketentuan perundang-
rekome .
menda;::ltkﬂ“ dg lintas wilaysh provinst setelah mendapatkan rekomendasi dari
undzg Ap-abila wiU . getempad sesuai dengal ketentuan perundang-undangan.
bernur dan Bupﬂtif 8::::: hangan i [ndonesic, him. 184.
Hu




70

b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara

(PKP2B)
Selain bentuk perizinan yang berlaku ada juga perjanjian |

pcngelolaan parang tambang yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batu para (PKP2B) adalah perjanjian antara Pemerintah

Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia

penanaman modal asing atau penanaman modal dalam

dalam rangka
negeri untuk melakukan usaha pertambangan batu bara.%
Pejanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara

(PKP2B) merupakan model pengusahaan batu bara sebelum

Minerba. Namun, Perjanjian tersebut sampai sekarang

disahkanya Uu.
berlaku. Hal tersebut did
169.

Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
ang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini

batu o
otap diberlakukan sampai jangka waktu berakhimya kontrak

atau perjanjian:
un demikian, klausula dalam kontrak atau perjanjian harus

asih asarkan pada ketentuan peralihan dalam

UU. Minerba pasal

Nam
disesuaikan dengan UU. Minerba kecuali dalam hal bagian negara atas
usaha pertambangan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai peningkatan
penerimaan negara atas usaha pertambangan.

SN .
64 peraturart Me""ig f:: 'ﬁ(}g‘ﬁngf‘:fz‘:’e Ei?&ﬁ’zﬁmtmfgiﬁ’;;ﬂ“ ;a?:’ﬁfg Tata |
iﬁ:upﬁfgfggaiﬁnfmmmm Batubara, Pasal | &% 2. rantan 5
’1
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Penyesuaian petjanjian ini sebenamya sangat dimungkinkan
nkan.

Alasanya perubahan biasanya dipengaruhi pada faktor-faktor yaitu

faktor politik, aspirasi rakyat, perubahan peraturan Setiap perjanii
: jian

selalu menundukan diri kepada ketentuan peraturan perundangan
Yang

berlaku, sehingga jika undang-undang atau perafuran yang dikeluark
an

negara beruba, dengan sendirinya perjanjian tersebut harus dirubah 6

para pihak dan perjanii
pemeﬁntah [ndonesia, yang diwakili oleh Mentert

an karya pengusahaan barang tambang

(PKP2B) adalah
an Sumber Daya M
jakukan pengusahaan pertambangan batu bara, I

Energi d ineral dan kontraktor. Kontraktor adalah

perusahaan yang me

gka penanaman modal asing maupun penanaman modal

paik dalam ran
dalam negeri-"
1

pcngelolaall pertambangan adalah barang tambang itu

Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 digolongkan menjadi

Objek hak
sendiri.

Ayat 2. Pertambangan miner{ll dan batu bara sebagaiman :
di{celomp 0 e dalam (5) lima golongan komoditﬁs tambaa:gl{nakmd, )
| radi aktif meliputi radium, thorium, uranium mon. :
radioaktif lainya; ’ asit, dan
meliputi liti :

. eral 10gAM um, berilium, magnesium : .
= lr:;lllsjium, emas, tembasa perak, timbal, seng, timagnh, nikel, gl;n{ f
platind pismuth, molibdenum bauksit, air raksa, wolfram, titanium
parit, yanadiur kl:Omlt, antimont, kobalt, tantalum, cadmiu ’ I
. gim, yitnum magn.atlt, besi, galena, almuina, niobi m, i?'.

B konium. ilmen: khrom, erbium, ytterbium, dysprosiim thorium, ';'.
lanthat o nmb;:g:{ugcmym fun, l::tfll;lium, ;candi:;rnr:’ i‘nJ

f "’ osmium, enillm, . . e ' -

iridium, !,

cesium .
- altadium,
tjum, germanium, dan zenotin.

Hula pe di [ndonesio, hle. 263.
|

s 1 d »
65 Adyian Sm?{;:ku"' pgr:am{aangan
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¢
i

3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir
oarea, fluorspar, ksiolit, yodium, brof lor. belerang, fosfat, halit
t, yarosit, oker, fiuorit, ball clay, fire caly i

L] o

i

asbes, talk, mika, magnesl
zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang,

pirofilit, kuarsit, zircomn, wolastonit, tawas, batul kuarsa, perlit, garam
batu, clay, dan patu gamping untuk semen.

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah -
diatome, tanah seraps slate, granit, granodiorit, andesit, gabro
peridotit, basalt trakhit, eusit, tanah liat, tanah urug, batu apung,
opal, kalsedon, chert, kristal kuarsé, jasper, krisoparse, kayu |
terkerisikan, granet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry :

besar, krikil dan bukit, krikil sungai, batu kali, krikil sungai 3

ir. pasir urug, pasir pasang krikil berpasir alami _l

an timbunan Pilihaﬂ (tﬂ.ﬂah), urukan tanah setempai, i

tanah merah, batV gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak 7

ung unsur mineral bukan jogam dalam jumlah yang berarti g
i segi ekonomi pertambangan ]

dat, aspal, batu bara dan gambut.”’

ditinjav 4
pitumen pa
S

5. Batubara meliputi

a Pertanlbangall
i

3. Pembagia® Hasil Usab
g tambang setiap megara berbe da- - i
L

pcmi jikan baran

aan ini dipengaruhi oleh falsafah
pemilik tanah otomatis pemilik bahan

. Amerika dan Australia,

Teori ke
kepemilikan kekayaan alam yang

Perbed
_ Di Rusia, negara adalah pemilik

sendiri pemiltik bahan tambang :

/i barang tambang apabila sudah memenuhi p
'i‘

boleh men‘li]l

atan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

e T et
———

i}‘;
;
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i
' g ditetapkan oleh undang-undang.** Dalam UU. Minerba

kewajibannya yan
gat jelas mengenai kewajiban pemegans JUP, PR, dan ITUPK.

p atau IUPK wajib memb
ana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas

san
ayar perldapawn negara dan

1. Pemegang U
pendapatan daerah

5 Pendapatan negaré sebagaim
penerimaan pajak dan peneriman negara bukan pajak.
3. Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atas;
kewenangan pemerintah sesuai dengan

a. Pajak-pajak yang menjadi
turan pcrundang-undangan di bidang perpajakan.
sebagaimana dimaksud pada ayat 2

4. Penerimaan negara bukan pajak

terdiri atas;
a. lurantetap.
b. luran eksploras! y
c. luran pro uksl ) e
si data informast
Jimaksud pada ayat | terdiri atas;

d. Kompensas !
daerah sebagalmana

a. Pajak dacré™ .
 qae '
sah perdasarkan ketentuan peraturan

ping untuk memenuhi kewajibannya yang
28, IUPK operasi produksi dikenai

pasai 1

kewajiban yaitt:
casi produkSi untuk pertambangan jogam dan
Pemegangl .ilg ?np:mbayaf gebesar 4% (cmpat. persen) kepada
persen) %nuk pemerintah dacrah dari
perproduksi-

dan batu para merupakan assel negara

parang tam ) _
qruti- Karend itu wajib bag! semua badan hukum

yang tidak dapat diperb .
usaha pcrtambangan mineral dan batu

kepada negara baik berupa pajak

para di
asal 92-

/ inert® ©

2009 00T Lyrt pasal 128

" No’ 4 2009 renrangw pa, Pase! 129
4/
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mbayaran berupa pajak dan

| Adapun aturan pe

maupun bukan pajak.’

da. Aturan pajak diatur dalam undang-

pembayaran bukan pajak berbe
jak diatur dengan Peraturan

sedangkan bukan pa

tah Republik [ndonesia - Nomor 9 tahun 201

.maan Negara BU

undang pcrpajakan,
2 tentang jenis dan

Pemerin
kan Pajak yang berlaku pada

(arif atas jenis Pener

nergi dan gumber Day2 Miperal.

K ementerian E
n Pajak (PNBP) dalam usaha

Penerimaan Negara Buka

ﬂambangan. Perhitungaft juran tetap ini

ada P8 hitungan wilayah tanah permukan bumi
rent.” Juran ini dibayarakan

setiap tahun- L
pertat? pangan (WIUP) penyclldlkan umum,

wilayah 2" usahd P
. usaha pertambangan eksplorasi dan

perhektarnyd karena belum

7in usaha pcrtammngan eksplorasi,

tetapi iuran tetapnya lebih

produksi lebih kecil dari
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an eksplorasi, tetapl iuran tetapnya

relatif lebih tinggi.73

Nominal iuran tetap adalah sebagai berikut:
gam dan batubara per hektar

1. [UP dan jUPK eksplorasi mineral 10

2. {UP dan [UPK operaSi produksi mineral Jogam dan batu bara per
D 4.00,- per tahun

k IPR ada

tuk mineral bukan

hektar uS
Pertam3a, un

dua.

3. [uran tetaP untt
1.00,- per tahun. Kedua, untuk

patuan per usD

atu bard

Jogam dan
usD- 2.00,- per tahun.

mincral logam danb

. 1aksudkan untuk mengambil
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lu - . . - .
ran jenis 1l disebut Jugd royalty. lurén ini masih berhubunga
n

dengan iuran eksplorasi.”
i setiap barang

Nominal ju
Hal

tergantun pada jenis parang tambang.
mor 9 tahun 2009

tambang berbeda-beda
n pemerintah No

lam peraturd

tersebut diatur da
h nominal royalti

tentang jen

dibayarkan-
. otorkan P

royalti yang

yang dihitung dari hargaj
rus disetOrkan sebesar 3,

1) Emas,
ual emas.
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pertambangan adalah pemenuhan

pemegang izin usaha

pentingnya bagi

kewajiban atau pefunasan pungutan negara khususny2 iuran eksplorasi dan
rjadinya pengallhan pemilikan atas

ari mineral reat. Royalti

bahan galian.”
yang terjadi  dalam

berhubungan  erat dengan Kegiatan produksn
pertambangan mineral dan batt ara, royalti ini diberikan kepada
) atas pemberian jzin untuk mengusahakan
i ditentukan

pemegang izin (perusahazm

barang tambans yang 302 dala )
. . hesarm penjualan pr uksinya.”"
dari besarnya produkst ukan dar! bes i
an @ mineral 115 aj
Sedangkan pajak merupaka® bag | y
} qra atas tas pe ayanannya alam
merupakan hak yans didapatk®” oleh 8
memba arkan SGquﬂlah uang atas
sistem perpajaka™ si peneri® ”
y a3 izin Yan& didapatkany? serta tidak
kegiatan yang ditakuka" J— Dengan
d gkan 8t bes kecilny? kegiat?” » d
jperhitun an @ g 800 poduksi 5 ane
usah? sedang ! ak ber™ .
demikian, walaupt? s membayaf oal pajak i dak
tetap _
menurun, P‘f"'“S’alhaan Ksiny? retapi me P"r'"t""gka" kekayaad
u
ar . cem
memperhit¥ bes . psj diken pada hampir semua
iy penghasﬂaﬂy ,
yang dimiliki 8 o ogars |
{laya™
aktivitas yané dlﬂﬂggap
b 2_
rambf”’ga" - 34
" nprar Saleng: " P;;rrambaﬂg"”’
 pdrian Suted® Huk™
" rpid, him. 34%

A




HAK PENGELOLAAN pAN PEMBA
MINERAL DAN BA ARIHUKUM ISLAM

A. Hak Pengelolaan Pertambangnn
Allah SWT diperuntukkan untuk

Nya khususnya u

—— e
iq. Di anta

Jususnya

pang- penj

melimpah k!

adalah barang tamba

sebaik-baikny?-

m
Pemanfaatan paran® - gy lain"
n indl‘“ u
si jolaan atau

Hu udiyant© (Yogyakarta: PT.

tef)- yum Pert tanaha n Indonesia
n RL, 2010)1 him.

j i
*‘*/}cﬂﬂo‘m h Memff“’ u
ngtf in ’ Tan®” | D'klal Kemﬁﬂm
m : 5 e d/”a i bﬁng daﬂ 1

Dana Bhakti Wak&™
Bakti Ntk am O
Dalam Perspekf uk

146-147.
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pengusahaan bahan galiah serta perisi Kewajiban untuk mempergunakannya

untuk kepentingan masyz;u-akat.3
Kedudukan negara dalam hal ini pemerimah dalam mengurus harta Allah
yatim- Hal tersebut sesuai dengan apa

SWT ini diibaratkan sebagal wali anak

yang dikatakan oleh

(3 ame o i\ O 7

folaan pahan tambans diatur dalam Undang-
ngelo
pangan mineral dan batu bara

g-undang
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kemakmuran rakyat.

te i
rsebut masyarakat Indonesia
ensi dari bukum Islamn

Hak pengelolaan dal pakad konsek
i pemilik untuk memanfaatkan

yaitu konsckuensi dari adanyd k

adap gesuaty

hak untuk mengelol? saja tid
pang

Teort kepemilikaﬂ

Hanafiyyab- barangé
v berﬂda di

milik negard, aka" tetd

g ng?
; 2009 1% mb® @i
U No. 418" abnw;»(g{e pay® Ris!

6 = -N
Taqi ad-D'“ an
Moch. Maghfu! achids

VI
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etapi, jika barang tersebut berupa perbentuk cair maka

pemilik tanah. Akan t

status kepemilikannyd ada pada ncgara.7
pakan kekayaan pasional yang

g tambang mern
kepcmilikan dalam Islam

Di Indonesia ini baran

dikuasai oleh negara. Jika mengacy

ada konsep

bang di fndonesia mingikuti

menurut penulis kepemilikan
alikiyyah, jika barang

a Mélikiyyah-

tambang (a/-m4 ‘adin) dikuasal ©
kan pertumpaha

g maka akan menimbulkan

n darah.” istilah lain

pendapat ulam
leh individ

kekacauan bahkan akan
h Abdullah

yaitu milik negaré

Justifikasi kepemill

saw yang berbunyi:
% B
¥ 5 ‘
’ ° 2 E ’aﬁ&‘

G, al-Figh al-islami wa

ahbah az-z,uhai s
. Gemd Insani, 2010). IV. 531.

Raky%, h'm'-zglzi& oot ! g™
s milikﬂﬂ perang tan:lbang ada dua pndapat.
’ m sebagd) kepala negara, bukan

7 R; hat
Ridwan, Pem!* yyie
agami, al-Mufid, ad—Dailanﬁ,

Adillatub, tetrj- A him-
. 1. 1
) pemilika” Tyt N (N aeB ganlath
! o orang (kepemilikan umum)- L

8 Ridwan. P¢ -

? Menurut yuriSPf“danIefu
Pertama, barang % bané ’:;ebut d""“u:rﬂiﬁk ber . M-
sebagaj pribadi- P° Japat g 0% i - 4 B
al-Qadi. Keduod: par
Abdullah Abdul HI% at-
Insania Press, 4) Al o
terj. Yudi (Jakan®:
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k;‘-’sz\’ffﬂ M'I»J},ﬂ;” "W-—,J—d)d..lﬁmul.p—
IO.« )\JU ;\.nh)')&t

‘Ali ibn 8 Ja’di al—Luluwi dlrlwayatkan Hariz ib
s ecorang laki- -laki.

Artinya: Diriwa yatka
ar’abiyi 420 golfm
s USL man dlrlwayatkan

‘Usman dari Habban ibn Zal
unus diriwayatkal
: 1aki-laki dari golon

Diriwayatkan Tsa ibn a
Abu Khidas Dan ini 12 faz ‘Al darl seorans Jak
ikut p€ g peserta i saw., mendengar
bersekutu dalam t182 hal yaitu rumput,

dNarl sahabat Nabi saw- a
labi saw. perkata: © orang [slam
air dan api.

- 4. dan HaSan t.:MIJICI ﬂl-Haﬂﬁd UWayd;

Menurut Taqi @
hak milik

penyebutan tiga jenls
- nall) pukan!

an de mikian kcpcmilikan

epemllikan barang

penguasaanny? ada neg?™
ui dengﬁﬂ k

barang tamban®
4 tahu? 2009 tentang

tambang dala™ huku™
Undﬂ-ﬂg

Dengan disa sahkan” ny? pany?
| dan pat¥ pard

AT ;mud | (Beiry rit: Dar al-

und f pammad 2 |-Shaukar, Nav! ot

Al ibn :
pCI‘lStlwa yang

/ 1ath glry
- [3' __ipn al_Aﬁl'l Muhﬂf“mad
an : yam makan pukum S
. mttw%'i hukum y ang @ ada n nashnya
b Khallaf Hmu

10
Abu pawud jman | engd?
Fikr, t.th), him- 147. ﬂ“diqg‘k 97(31} hl 241 adal?
5t: Dar ag-dile a0 ust fiah s deﬂgﬁ n P wahal
fmy ") ay,ﬂad's) zb hukunﬂ bdu!
T. r al’uu—ﬂﬁ ups 994) hlm. 68-

Autar [[u.. 5 (Bei
pengertial giy? :

tidak ada ketentv?” n h.[a:g;ﬂﬂ“ ‘

emilik! Kke>" ) hart?

patu bard sudah

dan

an

,mbaﬂg_ nanamaﬂ moda | asing (P PMA)
yu. No. 4 tahun

karena ked
é’;“‘"’ Figh, teti . 241 ’ m 114- ertd
. als hlf®, ent? un bag!
g;ﬂfﬁkaﬂ Rﬂﬁz tah'-m Zﬂogaﬂ ﬂcga ‘.ﬂ.all:p tUjU d an adilﬂ)’a
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atu kebijakan dimungkinkan terjadi pro

a UU. Minerba ini pcngusahaan barang

arena setiap SY

tersebut sangat wajar k

ebelum perlakuny

n istilah kuasa

dan kontra. 5
uasa pertambangan

pcnammngan. K

tambang dilakukan denga
at digunakan oleh pemegang

hukum yang dap
melaksanakan Kkegiatan usaha
a ini pcngtIsahaaﬂ barang

merupakan salah satu ipstrumen
pertam'nbangan.M

Akan tetapi, dengal perlakuny?
rizinan dan penjanjian. Sistem

sanakan den
gan (1UP) Iz

(lUPK) dan Perjanjian

tambang dilak

perizinan perbentuk fzi
Rakyat (IPR); dan IziP ysaha P g;tambaﬂ
Usaha P bangan pentuk Perjanjian Karya pengusahaal
;saha ertambans
PIG*ZB)-”
pagi individu dan badan hukum

Pertambangan Ba!
u dan kelompok

ini diperun™
pang: ll‘ldivid

ahakan paha” -
g apabila ridak ada izin.

enteri Energi dan

Jzin

tidak boleh mengusah?

ygjuka? kep

tersebut dit

2009 tentang Perta™
g Per iiki sife.

perizinan tidak M€ "
rtambf’”g;e ! b ¢ ,
m ( Jaka™® 'ga o M'merai

Suted, Hukur Pe

Salim HS- U n

him. 63. - per!ﬂ’”b "g‘;”eﬂ»’“ bs?
.

16 pasal 158 Uy
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gahaan dalam pengUSahaan parang tambang batu

antara pemerintah dan pert

bara.
em perizing? penge]olaan dan izin kepemilikan

Dalam literatuf figh, Sist
q istilah al-Igié

dikenal dengan deng? » Al-igts’ sendiri adalah menetapkan
dan menjadikan scbagian 147°" mati khusus untuk scbagia? orang baik it
jasa, sehingg? sebagian orang itu menjadi

Jain. AtaY
a memiliki kelayakan dan

berupa blok tambang at8!
pemberian seorang

pihak yang palif

pemimpin kepada sese0 .
iqta’ ada tiga macam

kepatutan untuk diberikan

Terkait dengadl 5 " ersamasit dengan konscp
2 h u
l .Y iqté’ jstighial. Menurut

pendapat.
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pem a oyt
nfaatan bukan kepemilikam- Sedangkan menurut ulama gyafi"iyyah dan

gkinan Pertama,

jika al-ma’adit ad-~Jahiral maka

Hanabilah, ada dua kemun
polehkan iqta’ 4l-ma’adia kepada seseorang baik berupa

Imam tidak diper
adin al-batinah ada

nfaatan- Keduds jika al-ma’a

untuk digall sajs, kare

yang sangat keras. Akan tetapi,

kepemilikan ataupun pema
na usaha pencarian

kemungkinan bisa difgrakan hanya un
meriukan usaha

jenis ini mem
rscbut tidak serta

g sudah dit
19

barang tambang

apabila barang tamban

merta menjadi milik orang yan
. 1g” 8T8 vidin, penulis

mengusahakan

distribusi kerja- qs
ber—sum

atau mcmanfailt kan ®

ndapa ¢ yan

Adapun P€
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dan bat
u bara adalah fatwa MUI yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26

Mei 20 T
[1. Isi dari fatwa {ersebut antard |ain sebagal perikut:”
ntuk kepentingan kemaslahatan

i. P
u::nfll]ambgngan poleh dJilakukan sepanjang v
m, tidak mcndatangkan Kerusakath dan ramaht lingkungan.
sebagairnana dimaksud an

satu harus

2. Pelaksanaan pe ram
;“C;‘;lcnuhi pcrsyaratan scbagal perikut:
. , amsbe scriuai dengan pel'encallaaﬂ {ata ruang dan mekanisme perizinan
g cadil
b. Harus ditakukan i kelayakad ang melibatkan masyarakat
pemangku kepenting ( ¢ holders)
¢ Pl?laksanann yah ah [ingkunga® miging)
d. Tidak menimbulka? an dan pencemardl linghkungat
¢. Melaku Klamasi resto idﬂ“feh"b‘"‘as‘ bangan.
f Pemanfaatd? hasil 1amban® harus pendukung etah nastonal da
judan Kese) (a3l masyarakai sesudl ; arpanat yup
Mcmperha[ikan (ata gUN2 jahan 2% kedaulata? eritorial
3 PClaksanaan pe baﬂgarl sebagain}ana dim ud an wajib
mc:dghindari kerusa s;zangka“f;‘;;?‘“ o8
a. Menimb [kan kert an k0> ; (s
b Mcn;mbﬁlk acemar®! air 5¢ rusakﬂyad us hidrolos! (siklus ai¥)
c Menyebab kcpunahi“’ atal gguny2 keanekaragﬂman hayati
yang be d sckitarnya- (ta mem at
4. Menyebabk? polus! - dars ikut perce pemanasat
lobal- . Kat sekitar
e. Mendoro? proses m'st;nan,akat.
f. Mengan kesehd?" masy?
. g bang paik dalam 1318
K ekuasaal pembe’’ izin P°
jam hal ini pemerintah
, ptuny? da 18
Minerba dan huk fstam € , b
Dirﬂﬂﬂa merirltﬂh ini gai sY jek hukum
isti . cebut '
ilah Islam s ang pem riaf jzin usaha pcrlambanga
parané '
dalam pengel maslahatan a | tersebut seSY i
e rhatlkaﬂ ke
harus benar penal ™ .
un! ; sebag? perikit
dengan k id ﬁqh yang -
ks P WA S
ah Lingkungat
an pertambaﬂsaﬂ Ram ,
—/Ul)a “Fatwa NIUI tcn .
R i dogesw(
(Saka Mﬁehs Ul;r(;":’l)nhlm 24 cigh i 147
rta: MUT R L iq ’
> aide .Ka:dd”
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pemimpin terhadap rakyatnya bergantung

Artinva: .
ya: Kebijakan
o atan. i) georang

Kai ;
aidah lain adalah sebagai perikut:
25 4fs Asolall Z’;L.a.ojl

23 4.’ =
Artinya- K
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